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RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 

1.1   Latar Belakang

 Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Indonesia menghadapi persoalan yang sangat kompleks dengan 
melibatkan semua pihak baik pengguna, pemakai, maupun pengelola dari tahun ke tahun.Mengingat 
disamping air mempunyai beberapa fungsi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang masing-mas-
ing dapat saling bertentangan, juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak terbarukan memuncul-
kan dimensi persoalan baru yaitu pemanfaatan Sumber Daya Air (SDA) yang semakin meningkat untuk 
berbagai keperluan dan pemanfaatan ruang untuk kehidupan manusia. Padahal di lain pihak keterse-
diaan SDA semakin terbatas bahkan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan kualitas 
lingkungan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah bahan berbahaya be-
racun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat 
menjadi rusak. Pencemaran pada sumber-sumber air tersebut akan menjadi beban social yang pada 
akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.Terjadinya perubahan 
iklim global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pengembangan aktivitasnya serta intensitas 
kegiatan ekonomi, telah membuat perubahan pada sumberdaya alam yang sangat cepat.

 Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah pertanian, perkebunan, pemukiman dan indus-
tri yang tidak mengindahkan peraturan, juga tidak terkoordinasi dengan baik dalam suatu kerangka 
pengembangan tata ruang, telah mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah longsor, banjir 
serta ditambah lagi dengan perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat. Apabila hal seperti 
ini tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik antara 
para pemakai air akibat terjadinya benturan kepentingan antara lain adanya kepentingan rumah tang-
ga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan air permukaan dan air bawah tanah di perkotaan.

 Hal ini semakin sulit manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan SDA 
untuk pemenuhannya (supply). Oleh karena itu perlu upaya secara proporsional dan seimbang antara 
pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan SDA baik dilihat dari aspek teknis maupun dari aspek le-
gal.Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat di berbagai keperluan, tidak dapat dihindari 
lagi bahwa perlunya upaya bersama untuk mewujudkan perencanaan pengelolaan SDAyang terpadu/
Integrated Water Resources Management (IWRM) yang berbasis wilayah sungai guna menentukan 
langkah dan tindakan yang harus dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan men-
goptimalkan potensi pengembangan SDA, melindungi/melestarikan serta meningkatkan nilai SDA dan 
lahan dan pengelolaannya didasarkan pada “one plan, one river basin, one integrated management” 
dimana merupakan satu-kesatuan pengelolaan dari hulu, tengah dan hilir.

 PSDA Wilayah Sungai adalah merupakan suatu pendekatan holistik, yang merangkum aspek kuantitas 
dan kualitas air. Perencanaan tersebut merumuskan Pola PSDA yang di dalamnya berisi dokumen Ran-
cangan Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, Pengendalian Daya Rusak Air di wilayah sungai.
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Gambar 1.Lingkup PSDA Menurut Pola PSDA Wilayah Sungai

 Tahun 2012 telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan 
Pola Wilayah Sungai sebagai wilayah kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS Sumatera VII), den-
gan Wilayah Sungai Teramang Muar 01.38.A2 yang terdiri dari 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang me-
liputi Provinsi Bengkulu dan Jambi serta Wilayah Sungai Nasal-Padang Guci 01.42.A2 yang terdiri atas 
19 DAS yang meliputi Provinsi Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan sebagai Wilayah Sungai Lintas 
Provinsi. Untuk itu dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
dalam rangka PSDA yang handal dan profesional.

 Wujud UPT yang yang menjadi kepanjangan tangan untuk menyelenggarakan PSDA yang menjadi ke-
wenangan pemerintah dalam hal ini adalah BWS Sumatera VII beserta fungsi-fungsi yang melekat pada 
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT), yaitu SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumat-
era VII Provinsi Bengkulu dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VII Provinsi 
Bengkulu.

 BWS Sumatera VII sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
yang berada di Provinsi Bengkulu, yang bertugas mengelola SDA meliputi  Perencanaan, Pelaksanaan 
Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dalam rangka Konservasi SDA yang berkelanjutan, Pendayagu-
naan SDA yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat 
kualitas dan kuantitas, Pengendalian Daya Rusak Air, Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi mas-
yarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan SDA, peningkatan keterbukaan 
dan ketersediaan data serta Informasi dalam pembangunan SDA, Kelembagaan Pengelolaan SDA dari 
hulu sampai dengan hilir wilayah sungai secara menyeluruh, terintegrasi, berkesinambungan serta ber-
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wawasan lingkungan ini, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat.

 BWS Sumatera VII merupakan River Basin Organization (RBO) yang menjadi ujung tombak dalam penye-
lenggaraan PSDA di wilayah sungai yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat harus 
mengubah “mind set” dari orientasi pembangunan ke orientasi pelayanan dan berupaya kinerjanya 
berbasis hasil (output). Untuk itu dibutuhkan:

 1.   Dukungan/komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan; 

 2.   Dukungan manajemen yang profesional; 

 3.   Dukungan sumberdaya yang handal yaitu : sumberdaya manusia (SDM), sumber pendanaan, 
      pengetahuan teknologi dan peralatan.

 Untuk mengukur kinerja BWS Sumatera VII menggunakan alat/tool RBO Performance Benchmarking 
yang dikeluarkan oleh Networks of Asian River Basin Organization (NARBO) yang telah dilaksanakan 
oleh anggota NARBO di 14 negara di Asia. Kegiatan Performance Benchmarking ini telah dilaksanakan 
oleh BWS Sumatera VII dimulai tahun 2011 dengan upaya peningkatan kinerja berdasarkan Self Assess-
ment (SA). Report of performance benchmarking yang telah dilakukan, dikaji ulang oleh Peer Review 
Team of Performance Benchmarking. Kegiatan performance benchmarking merupakan tolok ukur da-
lam DIPA atau rencana anggaran tahunan.

Gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera VII
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1.2  Struktur Organisasi
       1.2.1  Visi, Misi dan Sasaran Strategis
   

 A. VISI

 Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan 
diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi 
adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang 
ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi adalah suatu gambaran yang mencerminkan keadaan masa 
depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan memperhati-
kan lingkungan strategis serta mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang ada, BWS Sumatera VII 
mempunyai visi yang selaras dengan visi Direktorat Jenderal SDA, yaitu :

  Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air yang Memadai Sebagai Sarana Pendukung untuk 

Mewujudkan Kemanfaatan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

 Dengan demikian visi di atas terkandung makna bahwa SDA sebagai salah satu unsur utama bagi ke-
hidupan dan penghidupan masyarakat yang harus dikelola secara berkelanjutan sehingga keberadaan 
dan fungsinya tetap terpelihara. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan se-
cara adil dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara 
memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonomin-
ya. Meskipun air merupakan SDA yang dapat diperbaharui namun bukan berarti keberadaannya tak 
terbatas. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara efisien dan efektif.

 B. MISI

 Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksananakan oleh instansi pemerintah, sebagai pen-
jabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan penyataan misi maka diharapkan seluruh anggota organi-
sasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi 
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. BWS Sumatera VII memiliki sesuatu yang 
harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang telah 
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk dapat mewujudkan 
tugas pokok bidang SDA, Direktorat Jenderal SDA menetapkan misi yang terkait yaitu :

 a.   Konservasi SDA;

 b.   Pendayagunaan SDA (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan 
      pengusahaan.

 c.   Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air;
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 d.   Pembedayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah;

 e.   Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi SDA

 C. PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

 Tujuan pelaksanaan tugas pengelolaan bidang SDA oleh BWS Sumatera VII sebagai wujud pencapaian 
visi dan melaksanakan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tertuang dalam Rancangan PSDA BWS 
Sumatera VII, yang meliputi :

 a.   Meningkatkan kelembagaan dan rencana pengelolaan SDA;

 b.   Meningkatkan pengelolaan SDA;

 c.   Meningkatkan pemanfaatan SDA secara bersama, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

 d.   Melindungi dan melestarikan lingkungan;

 e.   Meningkatkan pengelolaan bencana alam terhadap lingkungan;

 f.    Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap PSDA;

 g.   Meningkatkan pemanfaatan penggunaan data dan informasi PSDA

 Sesuai dengan Rencana Strategis BWS Sumatera VII 2015–2019, tujuan yang hendak dicapai oleh BWS 
Sumatera VII adalah keberhasilan dalam pengelolaan bidang SDA. Untuk mencapai visi dan melak-
sanakan misi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menetapkan 
tiga sasaran strategis :

 1)   Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa;

 2)   Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan;

 3)   Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir.

 Sasaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air  tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuh Sasaran 
Strategis Balai WS Sumatera VII sesuai dengan Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu :

 1.   Kelembagaan dan Perencanaan

   • Mempunyai kerangka kerja organisasi yang efektif, bertanggung jawab dan bekerja  
   secara kemitraan dengan seluruh stakeholders pada WS  Sumatera VII baik yang be 
   rada pada DAS utama maupun bukan DAS utama;

   • Mekanisme koordinasi PSDA WS yang efektif;

   • Legalitas PSDA WS yang efektif secara menyeluruh dan terpadu;

   • Merencanakan pola PSDA yang transparan, efektif dan menyeluruh serta sesuai den 
   gan RT/RW Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan dan as 
   pirasi stakeholder;
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   • Mempunyai mekanisme perizinan yang efektif dalam rangka penggunaan air permu 
   kaan dan air tanah termasuk pembuang air kotor;

   • Pengelola/instansi PSDA harus menggunakan teknologi tepat guna, efektif dan   
   berkelanjutan;

   • Pembuat keputusan para tenaga ahli dan pemangku kepentingan dengan kewenan 
   gan dan tanggung jawab masing-masing berpatisipasi dalam perencanaan dan pen 
   gelolaan SDA termasuk kaji ulang dan prosedur pelaksanaan AMDAL.

 2.   Pengelolaan dan Pengembangan SDA

   • Meningkatkan dan melestarikan sumber-sumber air yang ada untuk kebutuhan   
   rumah tangga, irigasi, industri, tenaga listrik dan lainnya;

   • Mengusahakan pengadaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarkat yang  
   tinggal di WS  Sumatera VII;

   • Merencanakan kapasitas prasarana SDA sesuai dengan detail desain;

   • Melakukan pelatihan PSDA terhadap seluruh prasarana SDA yang ada pada WS   
   Sumatera VII.

 3.   Pendayagunaan Sumber Air

   • Melakukan pendistribusian air yang adil dan merata antar daerah hulu, hilir dan   
   perbatasan dengan DAS utama;

   • Menetapkan hak guna air kepada setiap pengguna air yang berwenang;

   • Mengantisipasi segala perselisihan/ konflik penggunaan sumber air WS dengan   
   cepat dan adil.

 4.   Perlindungan Lingkungan

   • Merencanakan tata guna secara lengkap dan detail dalam usaha mengurangi   
   dampak aktfitas manusia tehadap lingkungan;

   • Melindungi dan tidak mengurangi luas hutan yang ada;

   • Reboisasi daerah tangkapan hujan yang prioritas (kawasan lindung) dan melak  
   sanakan pelatihan pertanian pada lahan tepat guna (kawasan budidaya) untuk   
   mengurangi erosi lahan.
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 5.   Bencana banjir dan kekeringan

   • Penyusunan rencana secara efisien dan efektif di dalam menanggulangi daya rusak  
   bencana banjir dan akibat yang ditimbulkannya;

   • Penanganan wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan secara cepat dan merata.

 6.   Pemberdayaan Masyarakat

   • Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang penggunaan dan perlindun 
   gan  SDA WS;

   • Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat secara penuh dalam kegia 
   tan perencanaan dan perawatan DAS;

   • Mengikut sertakan masyarakat dalam mengatur pelayanan air dan pengelolaan   
   daerah tangkapan air hujan.

 7.   Data dan Informasi

   • Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang lengkap dan detail mengenai  
   sumber air dan lahan potensial yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang  
   membutuhkannya;

   • Menggunakan metode partisipasi masyarakat dalam memverifikasikan data-data   
   yang dapat dipergunakan;

   • Menyusun dan mengelompokkan data-data untuk pemetaan WS;

   • Menetapkan model dan operasional PSDA yang akurat;

   • Menyusun program penelitian SDA.

Daerah Irigasi Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
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 1.2.2  Struktur Organisasi

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/PRT/M/2015 
tanggal 1 Juli 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat,  BWS Sumatera VII merupakan Balai Tipe A yang terdiri dari:

 a.   Subbagian Tata Usaha.

 b.   Seksi Program dan Perencanaan Umum.

 c.   Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

 d.   Seksi Pelaksanaan.

 e.   Kelompok Jabatan Fungsional.

 Pasal 102 menyatakan bahwa;

 1)   Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan  tat-
alaksana, penyiapan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, urusan kas dan pembendaharaan, 
administrasi dan akuntansi keuangan, administrasi hasil pemeriksaan dan pengaduan masyrakat, peny-
usunan laporan berkala serta urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga, serta melakukan pena-
tausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pengamanan fisik dan proses 
sertifikasi barang milik negara.

 2)   Seksi Program dan Perencanaan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana 
pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber 
daya air, penyusunan usulan program dan anggaran, pengelolaan SISDA dan komunikasi publik, analisis 
dan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber-sumber daya air, analisis mengenai dampak lingkungan, 
evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan, penerapan sistem manajemen mutu, bimbingan teknis, 
serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan perencanaan umum.

 3)   Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber 
daya air, pengendalian daya rusak air dan pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan oper-
asi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, penye-
diaan bimbingan teknis, serta penerapan sitem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sum-
ber air dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa.

 4)   Seksi Operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, perencanaan, 
pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penerapan sistem manajemen 
mutu, penyiapan rekomendasi teknis, penyediaan bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat da-
lam penyelenggaraan OP sarana dana prasarana SDA termasuk alokasi air, pengelolaan sistem hidrologi 
dan sitem peringatan dini, fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA, pelaksanaan penanggulangan keru-
sakan akibat bencana, serta pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.
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 Tugas dan tangggung jawab Struktural BWS Sumatera VII adalah sebagai berikut:

 1.    Kepala Balai WS

   a.   Tugas:

   1)     Penyusunan pola dan rencana PSDA pada WS.

                Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   2) Penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ 
   pengembangan SDA.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   3) Persiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   4) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku   
   Unit Layanan Pengadaan (ULP).

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian   
    pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.
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    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasn 
    ya.

   5) Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan SDA.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian   
    pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   6) Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air   
   pada WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   7) PSDA yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengen 
   dalian daya rusak air pada WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   8) Pengelolaan sistem hidrologi.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
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  9) Pengelolaan SISDA.

   Tahapan:

   a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan  
   tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

   b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan  
   dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

   c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

  10) Mengelola OP SDA pada WS.

   Tahapan:

   a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan  
   tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

   b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan  
   dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

   c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

  11) Membina pelaksanaan bimbingan teknis PSDA yang menjadi kewenangan provinsi dan ka 
  bupaten/kota.

   Tahapan:

   a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan  
   tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

   b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan  
   dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

   c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

  12) Mengawasi pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, perun 
  tukkan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada WS.

   Tahapan:

   a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelaksanaan  
   tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

   b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah diberikan  
   dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

   c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
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   13) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA pada WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

    d) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    e) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    f) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   14) Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam PSDA.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   15) Memimpin pelaksanaan penyusunan laporan akuntasi keuangan dan akuntansi ba 
   rang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.
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   16) Mengawasi pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sum 
   ber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   17) Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta koordinasi  
   dengan instansi terkait.

    Tahapan:

    a) Merencanakan operasional dari setiap tugas dan mengatur pembagian pelak 
    sanaan tugas tersebut sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

    b) Menyelia eselon di bawahnya dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah   
    diberikan dan melakukan evaluasi terhadap hasil akhir.

    c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugas tersebut kepada eselon di atasnya.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggung jawab terhadap perencanaan meliputi konservasi, pendayagunaan
    dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air   

   tanah,  air baku, rawa, tambak dan pantai.

   2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi bidang SDA di BWS Sumatera  
   VII meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai,  
   danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

   3) Bertanggungjawab terhadap OP SDA di BWS Sumatera VII meliputi penyusunan pro 
   gram dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem  
   pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi keru 
   sakan infrastruktur SDA akibat bencana alam.

   4) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Sumber   
   Daya Air di BWS Sumatera VII.

   5) Bertanggung jawab dalam pemberian bimbingan teknis bidang SDA di BWS Sumat 
   era VII sesuai peraturan perundang-undangan (pembinaan hidrologi, perencanaan  
   WS, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset SDA, pembinaan opera  
   si dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan, pem  
   berdayaan masyarakat).
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   6) Bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi bidang SDA di BWS Sumatera VII.

   7) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi di BWS Sumatera  
   VII.

 2.   Kepala Sub Bagian Tata Usaha

   a.   Tugas:

   1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan rencana pengadaan pega 
   wai

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   2) Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan rencana kerja organisa 
   si, pengangkatan, penugasan, mutasi, dan lain-lain.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   3) Melakukan kegiatan administrasi data pegawai berdasarkan berkas data personalia,  
   surat keputusan, perubahan status, dan lain-lain.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
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   4) Melakukan kegiatan administrasi keuangan pegawai seperti penyusunan daftar gaji,  
   TKK, uang makan, SPPJM, SPPD, SPM dan lain-lain.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   5) Melakukan kegiatan administrasi penegakan disiplin pegawai

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   6) Melakukan kegiatan administrasi jabatan struktural 

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   7) Melakukan kegiatan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.



RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 
20

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan 
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   b. Tanggung jawab:

    1) Kelancaran dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas Subbagian.

    2) Terbinanya prestasi, kedisiplinan, tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas   
    bawahan.

    3) Terarahnya pelaksanaan tugas-tugas Subbagian sesuai rencana dan program  
    kerja Balai.

    4) Terbinanya koordinasi dan hubungan kerja yang harmonis dengan unit-unit  
    kerja lingkup Balai.

    5) Teragendanya surat-surat masuk dan keluar, kerapian dan keamanan surat,  
    naskah, dokumen serta terdistribusikan surat-surat dari atasan kepada unit- 
    unit kerja lingkup Balai dengan baik.

 3. Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum

   a. Tugas:

   1) Penyusunan pola dan rencana PSDA pada wilayah Balai WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   2) Pelaksanaan evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegia  
   tan PSDA pada WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
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    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   3) Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   4) Penyusunan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan 
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   5) Penyusunan usulan program kegiatan dan anggaran.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   6) Penyiapan, penyusunan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.
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    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   7) Pengelolaan SISDA dan komunikasi publik.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   8) Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam 
    penyusunan program dan perencanaan umum.
    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   9) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyusunan program dan peren 
   canaan umum.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan 
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
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   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggung jawab terhadap pembuatan pola dan rencana PSDA pada WS.

   2) Bertanggung jawab terlaksananya evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat
    dan dampak kegiatan PSDA pada WS.

   3) Bertanggung jawab terlaksananya analisa mengenai dampak lingkungan.

   4) Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana pengelolaan kawasan lindung   
   sumber air pada WS.

   5) Bertanggung jawab atas usulan program kegiatan dan anggaran.

   6) Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana dan dokumen pengadaan barang  
   dan jasa.

   7) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan SISDA dan komunikasi publik.

   8) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan  
   bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum.

 4. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan

   a. Tugas:

   1) Melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian  
   dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   2) Melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.
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    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   3) Melakukan penyiapan rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan OP sarana dan  
   prasarana SDA.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   4) Melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   5) Melakukan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA. 

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   6) Melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.
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    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   7) Melaksanakan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggung jawab pengumpulan data yang berkaitan dengan perencanaan, pen  
   gendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

   2) Bertanggungjawab dalam penerapan sistem manajemen mutu.

   3) Bertanggungjawab  dalam penyiapan rekomendasi teknis.

   4) Bertanggungjawab  atas pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini.

   5) Bertanggungjawab  dalam memberikan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi PSDA.

   6) Bertanggungjawab dalam penanggulangan kerusakan akibat bencana.

   7) Bertanggungjawab  dalam pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS.

   8) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat 
    bencana.

 5. Kepala Seksi Pelaksanaan

   penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan  
  pengendalian sedimen, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengen 
  dalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, pengembangan, penyediaan bimbingan   
  teknis, serta penerapan sitem manajemen mutu sarana dan prasarana jaringan sumber air 

   dan pemanfaatan air, serta penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan 
   pengadaan barang dan jasa.
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   a. Tugas:

   1) Penyiapan bahan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak
    air dan pengendalian sedimen.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   2) Perencanaan teknis, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan .  

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   3) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sum  
   ber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk,  
   bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang 

    mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.
    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.
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   4) pengembangan, penyediaan bimbingan teknis, serta penerapan sistem manajemen  
   mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana SDA,   
   yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan,

    dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku,  
   air tanah, irigasi, rawa dan tambak.

  

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   5) Penyusunan rencana teknis, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

    Tahapan:

    a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan beserta mekanisme  
    pelaksanaannya.

    b) Mendistribusikan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas tersebut kepada bawahann 
    ya serta memberi petunjuk pelaksanaannya.

    c) Memberikan bimbingan selama proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut dan
     membuat laporan hasil akhir dari pelaksanaannya.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggung jawab terhadap kesiapan bahan pelaksanaan jaringan sumber air, yang 
    mencakup pelaksanaan perencanaan teknis, penyusunan rencana persiapan opera 

   si dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana  
   dan prasarana sumber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai,   
   pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan peman 
   faatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.

   2) Bertanggung jawab terhadap kesiapan bahan pelaksanaan penerapan sistem mana 
   jemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana  
   SDA, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bend 
   ungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air 

    baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak.
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   3) Dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana SDA, yaitu   
   jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan  
   tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air  
   tanah, irigasi, rawa dan tambak.

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelak-
sanan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Dan Dilak-
sanakan Sendiri bahwa Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara fisik dan 
keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan Kementerian sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Angga-
ran dan Petunjuk Operasional Kegiatan. Pejabat inti Satker/ Pejabat Perbendaharaan terdiri atas:

 a.    Kasatker/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;

 b.    Pejabat Pemungut Penerimaan Negara;

 c.    Pejabat Pembuat Komitmen;

 d.    Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;

 e.    Bendahara Penerimaan;

 f.     Bendahara Pengeluaran.

 Berdasarkan Lampiran 3.a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 Tanggal 14 
November 2011 Tentang Ketentuan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Non 
Vertikal (SNVT) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum bahwa tugas dan tanggung jawab Satuan 
Kerja Non Vertikal (SNVT) adalah sebagai berikut :

 1. Atasan Kepala SNVT

   a. Tugas:

   1) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kepala SNVT, terutama  
   pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

   2) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Pembantu Atasan dan Atasan   
   Langsung Kepala SNVT untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satker.

   3) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kordinator Wilayah untuk koordinasi
    pelaksanaan tugas SNVT melalui Atasan Langsung/ Pelaksana Program.

   4) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasinya kepada
    Menteri dalam rangka mencapai tujuan Rencana Renstra Kementerian.

   5) Menetapkan struktur organisasi SNVT.
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   b. Tanggungjawab:

   1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan pengawasan umum tugas Kasatker.

   2) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordi  
   nasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian dan menjamin terca  
   painya outcome yang telah ditetapkan dalam Renstra.

   3) Bertanggungjawab atas penyusunan program yang mengacu kepada Renstra dalam
    rangka mewujudkan rencana outcome.

   4) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran kepada Menteri selaku Penggu 
   na Anggaran/ Pengguna Barang.

   5) Bertanggungjawab atas keberhasilan kinerja Satker.

  2. Kepala SNVT

   a. Tugas:

   1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.

   2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU 
    net.
   3) Menetapkan Pejabat Pengadaan.

   4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

   5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak.

   6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA.

   7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan   
   Peraturan Perundang-undangan.

   8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal 
    terjadi perbedaan pendapat.

   9) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/  
   jasa dan menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen   
   laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

   10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sek 
   retaris Jenderal melaui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola

    BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
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   11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila perlu.

   12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah  
   ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

   13) Memimpin Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan
    dalam DIPA.

   14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker di   
   bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output

    yang telah ditetapkan.

   15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang
    selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya.

   16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan se 
   lanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Penan 
   datanganan SPM.

   17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasat 
   ker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

   18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penan  
   datanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat  
   Pembuat Komitmen.

   19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang   
   ditetapkan, tepat pada wkatunya kepada pengguna Anggaran sesuai ketentuan 

    peraturan perundang-undangan.

   20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari   
   Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ lembaga (RKA-K/L) untuk tahun berikut 
   nya.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/ rencana kerja yang tertuang  
   dalam DIPA.

   2) Bertanggungjawab atas semua penerimaan/ pengeluaran Satker yang membebani  
   APBN.

   3) Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/ Surat Perintah  
   Kerja/ Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/ SPK/ Kon  
   trak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

   4) Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/ output  
   yang telah ditetapkan.
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   5) Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/   
   Kekayaan Negara Satker.

   6) Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang   
   di  alokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perun  
   dang-undangan.

   7) Bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/ Atasan Langsung/  
   Penanggungjawab Program.

 3. Pejabat Pembuat Komitmen

   a. Tugas:

   1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: Spesifika 
   si teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Konrak.

   2) Menertibkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa.

   3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja.

   4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.

   5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

   6) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker.

   7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker dengan Ber 
   ita Acara Penyerahan.

   8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan termasuk anggaran dan   
   hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan.

   9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Ba  
   rang/ Jasa.

   10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau jad 
   wal kegiatan pengadaan apabila diperlukan.

   11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan.

   12) Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Anwijzer) untuk mem 
   bantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan.

   13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/ jasa sesuai   
   ketentuan yang berlaku.

   14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak  
   penyedia barang/ jasa.

   15) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Kasatker.
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   16) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri  
   dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam

    bentuk hardcopy dan softcopy.

   17) Menandatangani pakta integritas.

   18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA.

   19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS,  
   lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas).

   20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ jasa untuk kegiatan yang tercantum da  
   lam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilak  
   sanakan secara swakelola.

   21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Ba 
   rang.

   22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang   
   dilakukan secara kontraktual maupun yang swakelola.

   23) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungya 
    atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melaku 

   kan Pengujian dan Perintah Pembayaran.

   24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pemba  
   yaran yang membebani Uang Persediaan.

   25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyam  
   paikannya kepada Kasatker.

   26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian Recana
    Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/   
   SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya.

   2) Bertanggungjawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output kegiatan yang dilak
    sanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA.
 
   3) Bertanggungjawab kepada Kasatker.
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 4. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

   a. Tugas:

   1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan tindakan yang
    mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

   2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan  
   mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.

   3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentu 
   an peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan  
   bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

   5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

    a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, 
     alamat, No. Rekening dan nama Bank).

    b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannya dengan 
     prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam 
     kontrak berkenan).

    c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang  
    tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pemba  
    yaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluwar 
    sa).

   6) Memeriksa pencapaian tujuan dan / atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator  
   kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang tel 
   ah ditetapkan dalam kontrak.

   7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 den 
   gan ketentuan;

    a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.

    b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian  
    dan Perintah Pembayaran.

    c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akuntansi/ Verifikasi Keuan  
    gan.

    d) Lembar kelima disampaikan pejabat yang Melakukan Tindakan yang Menga 
    kibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pembuat Komitmen.
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    e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

    8) Menyampikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN setempat.

   9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyam  
   paikannya kepada Kepala SNVT selaku Atasan Langsungnya.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran  
   serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perun 
   dang-undangan dan tujuan pengeluaran.

   2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

 5. Bendahara Pengeluaran

   a. Tugas:

   1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan SNVT
    pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.

   2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-
    dokumen pendukung lainnya.

   3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang   
   diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikan kepada  
   Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.

   4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara.

   5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam  
   pengurusannya (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara.

   6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian den 
   gan Akun, DIPA dan peraturam keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pemba  
   yaran.

   7) Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan meliputi kesesuaian atas persetu 
   juan Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran  
   Belanja SNVT untuk Belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran hon 
   or tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengu 
   rusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pem 
   bayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat   
   diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan   
   dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetap 
   kan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbenda 
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   haraan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke 
   pada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),   
   kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.

   8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ pejabat Yang ditun 
   juk apabila persyaratakn pembayaran tidak terpenuhi.

   9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas negara atas pajak dan penerimaan lainnya 
    yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, 
    tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait.

   10) Menyelenggarakan tata kerasipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembuku 
   an.

   11) Membuat dan menyampaikanb laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepa 
   da:

    • KPPN setempat

    • BPK RI

    • Menteri Pekerjaan Umum

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggungjawab atas pengeloaan uang persediaaan.

   2) Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara.

   3) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

 6. Penanggungjawab Unit Akuntansi SNVT

   1. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna  Anggaran (UAKPA).

   a. Tugas:

   1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca SNVT sesuai dengan    
   Sistem Akuntansi Instnasi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

   2) Menyampaikan LRA dan neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Angga 
   ran Wilayah (UAPPA-W).

   3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Angga 
   ran Eselon I (UAPPA-EI) beserta Arsip Data Komputer 9ADK) secara tepat waktu.



RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 
36

   b. Tanggung Jawab:

   1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca  
   sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

   2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

   2. Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

    a. Tugas:

    1) Menyusun Lapporan Barang Millik Negara (Laporan BMN) dan Laporan 
     Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instnasi (SAI)   

    yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

    2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Peng  
    guna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusu 
    nan neraca secara tepat waktu.

    3) Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Penggu 
    na Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Stan  
   dar Akuntansi Pemerintah.

   2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT.

 7. Petugas e-Monitoring SNVT

   a. Tugas:

   1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan  
   yang meliputi:

    a) Rekaman DIPA dan POK yang telah di sahkan.

    b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

    c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi  
    keuangan).

    d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja. 

    e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
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   2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada pe 
   rubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-Monitoring on-lline.

   3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-Monitoring off-line.

   4) Menyusun dan menyampikan laporan progres fisik dan keuangan secara priodik ses 
   uai ketentuan.

   5) Menyusun dan menyampikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai  
   ketentuan.

   b. Tanggung jawab:

   1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan kegiatan (back-up  
   data maupun cetakan).

   2) Bertanggungjawab kepada Kepala SNVT

Memperingati Hari Bakti PU
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di dukung oleh  222 orang 
pegawai dan 99 orang tenaga penunjang dengan rincian sebagai berikut :

 • PNS Pusat   :   167 orang
 • PNS Daerah   :   55 orang
 • Non PNS   :   99 orang
  Total    :  321 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dapat di rinci sebagai berikut :

 • Laki-laki   :    254 orang
 • Perempuan   :      67 orang
  Total    :    321 orang

Berdasarkan klasifikasi Golongan dapat dirinci sebagai berikut :

 • Golongan IV/Pembina  :     4 orang
 • Golongan III/Penata  :     161 orang
 • Golongan II/Pengatur  :     144 orang
 • Golongan I/Juru  :     12 orang
  Total    :     321 orang
 

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di dukung oleh SDM yang berlatar belakang Engineer dan non-engineer 
dengan komposisi sebagai berikut : 

 • Engineer   : 101 orang
 • Non Engineer   : 220 orang
  Total    : 321 orang

 

Pelaksanaan Salah satu kegiatan Sosialisasi di BWS Sumatera VII
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1.3  Maksud, Tujuan dan Sasaran
         1.3,1  Maksud

 Maksud Kegiatan ini adalah sebagai upaya meningkatkan secara bertahap kinerja BWS Sumatera VII  
 yaitu :
 a. Pendayagunaan SDA agar dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi SDA 
  secara berkelanjutan.
 b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi SDA;
 c. Tercapainya sebesar-besar kemanfaatan SDA secara efektif dan efisien;
 d. Terwujudnya keserasian antar berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air  
  yang dinamis.
 e. Terlindungnya hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk ber 
  peran dan menikmati hasil pengelolaan SDA; dan
 f. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA.

  1.3,2  Tujuan

 Tujuan Kegiatan adalah terwujudnya pelayanan PSDA yang handal oleh BWS Sumatera VIIyang dilaku 
 kan secara menyeluruh dan terpadudalam pemenuhan kebutuhan SDA bagi semua pemanfaat di  
 wilayah sungai dengan memperhatikan lingkungan hidup, keberadaan hukum adat masyarakat setem 
 pat, sifat alamiah karakteristik air untuk generasi saat ini dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.
 Untuk mengetahui Status BWS Sumatera VII, diadakan SA berdasarkan indikator RBO Performance  
 Benchmarking.

  1.3,3  Sasaran
 Sasaran yang ingin dicapai oleh BWS Sumatera VII melalui kegiatan ini adalah :
 a. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam konservasi SDA di Wilayah Sungai Teramang
  Muar dan Nasal Padang Guci.
 b. Memberikan arahan tentang kebijakan pendayagunaan SDAdi Wilayah Sungai Teramang Muar  
  dan Nasal-PadangGuci dengan memperhatikan kebijakan daerah, termasuk arahan dalam pe 
  nataan ruang wilayah;
 c. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pengendalian daya rusak air di  Wilayah Sungai  
  Teramang Muar dan Nasal-Padan Guci;
 d. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Sumber Daya Air  
  (SISDA)di Wilayah Sungai Teramang Muar dan Nasal-Padang Guci;
 e. Memberikan arahan tentang kebijakan dalam peran serta masyarakat dan swasta dalam PSDA  
  Wilayah Sungai Teramang Muar dan Nasal-PadangGuci
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1.4  Isu-isu Strategis

 Mengingat pengelolaan SDA merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai 
pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka pengelolaan SDA di wilayah sungai perlu dilakukan se-
cara terpadu dan dilaksanakan secara holistik yang melibatkan seluruh stakeholders SDA di  wilayah  
sungai. PSDA  di Wilayah Sungai Teramang Muar dan Nasal Padang-Guci sedikit banyak juga akan dipen-
garuhi oleh isu-isu strategis yang terjadi,baik isu strategis nasional maupun isu strategis lokal.

 1.4,1  Isu Strategis Nasional WS Teramang Muar
.   a.   Millennium Development Goals (MDG’s)

 Dalam  pergaulan  masyarakat  internasional,  Indonesia  terikat pada kesepakatan Millenium Devel-
opment Goals dan Johannesburg Summit 2002 yang menargetkan agar jumlah penduduk yang belum  
mendapat   layanan   air   bersih   dan   sanitasi   pada Tahun 2000, berkurang hingga separuh pada Tahun 
2015. Sementara itu, tingkat layanan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat ini masih 
rendah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah kumuh perkotaan, perdesaan, pulau-pulau 
kecil dan kawasan pantai, merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Perlunya pen-
ingkatan layanan air bersih dan sanitasi di beberapa daerah perkotaan, pedesaan dan kawasan pantai di 
Wilayah Sungai Teramang Muar.

 b.  Ketahanan Pangan

 Dalam rangka mendukung ketahanan pangan  nasional diperlukan pengembangan   daerah   irigasi   yang   
berada   di kabupaten Mukomuko, yang meliputi 46 Daerah Irigasi dengan skala irigasi kecil/sederhana 
sampai besar.

 c.  Ketersediaan Energi

 Dalam rangka mendukung kebutuhan energi nasional, memungkinkan dikembangkannya potensi tenaga 
air untuk pembangkit tenaga listrik:

   1. Kabupaten Mukomuko, terdapat potensi energi air yang dapat dikembangkan menjadi 
    PLTMH : Air Rami (77,62 KW), Air Ipuh (115,34 KW), Air Teramang (77,62 KW), Air 
    Pandan (10KW), Air Selagan (441,98 KW), Air Manjuto 234 KW).

   2. Kabupaten Merangin, terdapat potensi energi air yang dapat dikembangkan menjadi  
   PLTA seperti di Kecamatan Jangkat, Sungai Batang Langkup.
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 d.  Perubahan Iklim Global

 Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian 
cuaca ekstrim. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan bahwa pemanasan global 
dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningka-
tan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempen-
garuhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan 
hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi  berbagai  ekosistem  yang  terdapat  di  daerah dengan 
garis lintang yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artuka dan Antartika), lokasi yang tinggi serta 
ekosistem- ekosistem pantai. Jumlah curah hujan melebihi dari  jumlah curah hujan normal dan  ban-
yak  terjadi banjir yang melebihi baik besarnya maupun lokasinya dari tahun- tahun sebelumnya.  Banjir 
tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas masyarakat dan abrasi pantai. Sebagai contoh terjadi ban-
jir di Kecamatan Kota Mukomuko, Desa Pondok Batu dan Tranbandet yang diakibatkan luapan Sungai Air 
Hitam (Selagan). Banjir ini menggenangi pemukiman  dan  jalan.  Terjadi  abrasi  pantai  di Pantai Ipuh, 
Dikit dan Kota Mukomuko yang mengakibatkan kerusakan jalan lintas barat Sumatera. Isu global climate change di  
Wilayah Sungai Teramang Muar memerlukan suatu tindak lanjut penelitian perubahan iklim dari data klimatologi.

  1.4,2  Isu Strategis Lokal WS Teramang Muar

  a.  Ancaman tsunami, gempa, dan intrusi air laut di pesisir barat Kabupaten Mukomuko.

  b. Kabupaten  Mukomuko  memiliki  kesuburan  tanah  yang  tinggi, sehingga sangat sesuai untuk  
  pertanian 

   tanaman pangan dan perkebunan. Pertanian tanaman pangan terutama padi tadah hujan, jag 
  ung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Perkebunan meliputi karet, kelapa sawit, kelapa, ka 
  kao, kopi dan teh.

  c. Bencana banjir sering terjadi tiap tahunnya di Kecamatan Lubuk Pinang  terutama  di  Desa 
   Tanjung alay, Desa  Arah Tiga,  Desa Lubuk Pinang, Desa Sumber Makmur dan Desa SP.7. Keca 

  matan XIV Koto di Desa Lubuk Sanai dikarenakan meluapnya Sungai Manjunto. Selain itu 
   banjir juga terjadi di Kecamatan Kota Mukomuko yaitu di Desa Tanah Harapan, Desa Pondok  

  Batu, Tranbandet, Desa Tanah Rekah dan Desa Bandaratu. Kecamatan Teras  Terunjam  Desa   
  Pondok Kopi  dikarenakan  meluapnya Sungai Selagan.

.

  d. Pencemaran   sungai   dijumpai   di   Sungai   Air   Dikit,   Sungai Manjunto, Sungai Air Rami,  
  Sungai Air Berau Hilir, Sungai Selagan, dan Sungai Air Ipuh Hilir, baik pencemaran yang dikare 
  nakan limbah industri, rumah tangga, penambangan liar, maupun perkebunan sawit. 

   Pencemaran ini perlu segera diatasi karena mengganggu kehidupan biota air di tersebut.

  e. Kerusakan bangunan pengaman tebing terjadi di Sungai Muar Kecamatan Ipuh. Apabila 
   tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengancam pemukiman masyarakat dan jalan 
   negara.
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  f.  Terjadi abrasi pantai di Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Dikit, dan Kecamatan Ipuh 
   (Kabupaten Mukomuko) yang berpotensi mengalami kerusakan hutan mangrove dan pesisir.

  g.  Di Kabupaten Mukomuko terdapat potensi irigasi seluas 12.207 ha dan yang telah berfungsi  
  seluas 6.981 ha. Tetapi sekarang ini sudah banyak terjadi alih fungsi lahan tanaman pangan  
  menjadi perkebunan sawit termasuk pabrik sawit.

 h. Pertumbuhan penduduk dan kegiatan perkotaan masih sangat terkonsentrasi di Mukomuko  
  Kota.

 i.  Terancamnya kondisi Taman Nasional Kawasan (TNKS) di Kabupaten Mukomuko, Kerinci, dan  
  Merangin yang disebabkan oleh perambahan hutan, jual beli area hutan, pembuatan jalan pada 

   lokasi bentang alam.

 1.4,3  Isu Strategis Nasional WS Nasal Padang Guci

 a.    MDG’s
 Peningkatan layanan air minum/air baku di Kabupaten Kaur (Kecamatan Muara Sahung, Kecamatan Kaur 

Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Tetap, dan Kecamatan Luas) dengan bersumber dari Sungai 
Luas dengan debit sebesar 0,31 m3/dt. Pada saat ini air yang baru dimanfaatkan sampai tahun 2020 
adalah sebesar 36 l/dt.

 b.    Ketahanan Pangan
 Kabupaten Bengkulu Selatan pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami  peningkatan  kegiatan usaha per-

tanian yang  sangat signifikan, menurut data luas panen produksi padi dari tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2008, terjadi kenaikan produksi padi dan kenaikan luas areal panen. Dari data yang diperoleh 
bahwa pada tahun 2004, menunjukan bahwa luas areal panen sebesar15.796 Ha naik menjadi 17.160 
Ha pada tahun 2008, sedangkan untuk produksi padi naik dari 59.212 ton pada tahun 2004 menjadi 
67.754,26 ton pada tahun 2008. Kabupaten   Kaur   pada   5   (lima)   tahun   terakhir   mengalami kenaikan 
kegiatan usaha pertanian yang sangat signifikan, menurut data tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, 
terjadi kenaikan produksi padi dan kenaikan luas panen, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 
produksi penurunan luas panen padi pada tahun 2003 yang mencapai 8.031 Ha naik menjadi11.301 Ha 
pada tahun 2007, sedangkan untuk produksi padi naik dari 29.940,106 ton pada tahun 2003 menjadi 
41.941,49 ton pada tahun 2007. Sesuai dengan kondisi potensi pangan di Wilayah Sungai Nasal–Padang 
Guci pemerintah   Provinsi   Bengkulu   memberikan   arahan, bahwa Wilayah Sungai  Nasal –Padang  Guci  
dijadikan  sebagai  penyedia  pangan utama provinsi.
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 c.  Ketersediaan Energi
 Kapasitas jaringan pembangkit listrik di Wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. 

Untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sering terjadi pemadaman bergilir pada saat beban  puncak.  Arah 
pengembangan  Wilayah  Sumatera  sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber 
daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan  sistem  jaringan  yang  ter-
integrasi  untuk  satu  wilayah. Pada wilayah Sungai Nasal-Padang Guci akan direncanakan pembuatan 
waduk salah satunya untuk memenuhi ketersediaan listrik yaitu di DAS Manna Kabupaten Bengkulu Se-
latan, DAS Padang Guci Kabupaten Kaur, DAS Nasal Kabupaten Kaur dan DAS Luas Kabupaten Kaur.

 d.  Perubahan Iklim Global 
 Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian 

cuaca ekstrim. IPCC menyatakan bahwa pemanasan global  dapat  menyebabkan  terjadi  perubahan 
yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan 
pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, serta mempengaruhi berbagai ekosistem  yang  
terdapat  di  daerah  dengan  garis  lintang  yang tinggi (termasuk ekosistem di daerah Artuka dan Antar-
tika), lokasi yang tinggi serta ekosistem-ekosistem pantai. Akhir-akhir ini di Wilayah Sungai Nasal–Padang 
Guci jumlah curah hujan melebihi dari  jumlah curah hujan normal dan  banyak  terjadi banjir yang 
melebihi baik besarnya maupun lokasinya dari tahun- tahun sebelumnya. Sebagai contoh banyaknya 
tebing sungai yang longsor dan kritis akibat banjir, seperti yang terjadi di Sungai Padang Guci, Sungai 
Nasal dan Sungai Kinal.

  1.4,4  Isu Strategis Lokal WS Nasal Padang Guci

  a.   Kerusakan DAS
 Kerusakan DAS terjadi di Desa Talang Guci I dan II Kecamatan Padang Guci seluas 50 ha, Air Bengkenang 

berupa semak belukar seluas ± 1500 ha.

 b.   Bencana Banjir
 Bencana banjir sering terjadi tiap tahunnya di Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas ± 100 ha 

dan lama banjir sekitar 5 (lima) jam. Selain itu di kejadian banjir juga sering terjadi Desa Talang Guci I dan 
II Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur. Penyebab banjir dikarenakan banyaknya kerusakan hutan di 
bagian hulu sungai yang disebabkan karena penebangan liar dan konversi lahan menjadi perkebunan 
sawit.

 c.   Krisis Air
 Krisis air terjadi pada musim kemarau di Kecamatan Seginim, Kecamatan Nipis, dan Kecamatan Kedurang 

Kabupaten Bengkulu Selatan.

 d.   Penambangan Liar
 Di sepanjang Sungai Nasal banyak terdapat penambangan liar material-material sungai yang dilakukan 

oleh masyarakat sekitar. Apabila tidak ditertibkan, akan terjadi eksploitasi secara besar-besaran yang 
mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai.
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 e.  Pencemaran Sungai
 Pencemaran sungai banyak dijumpai di Sungai Air Manna dan Sungai Air Sarak, baik pencemaran yang 

dikarenakan limbah industri, rumah tangga, penambangan liar, maupun perkebunan sawit. Pencemaran 
ini perlu segera diatasi karena mengganggu kehidupan biota air di tersebut.

 f.    Erosi Tebing Sungai
 Erosi tebing sungai terjadi di Sungai Padang Guci, air menggerus tebing sungai yang terdapat jalan provin-

si yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung. Sehingga perlu segera ditangani agar 
perekonomian masyarakat tidak terganggu atau terputus.

 g.   Abrasi Pantai
 Terjadi Abrasi pantai di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur sebagai daerah pesisir yang 

mempunyai panjang garis pantai ± 60 km, berpotensi mengalami kerusakan hutan mangrove dan pesisir.

 h.   Irigasi
 Di Kabupaten Kaur terdapat potensi irigasi dengan luas 7.114 ha, dan yang telah berfungsi seluas 6.129 

ha. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat potensi irigasi dengan luas 13.808 ha, sudah menjadi sawah 
seluas 10.595 ha dan belum menjadi sawah seluas 3.196 ha.

 i.    Perikanan
   • Di  muara  sahung  Kabupaten  Kaur  terdapat  tebat  (danau) alami sekitar 70 ha dan  

   sedang dikembangkan keramba jaring apung.
   • Di  pesisir  pantai  banyak  terdapat  potensi  perikanan  yang belum dikembangkan 
    yang menjadi satu kesatuan dengan konservasi pantai berupa mangrove.

 

Sungai Padang Guci Kabupaten Kaur



B A B   2 
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2.1  Provinsi Bengkulu
 

Gambar 2.1 Peta Provinsi Bengkulu

 Wilayah Sungai (WS) Sumatera VII berada di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat 
Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan secara geografis berada 
diantara 3045 -  3059 Lintang Selatan dan 102°14’ - 102°22’ Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km² 
terdiri dari luas daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km². Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini 
mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi 
alami pantai atau abrasi pantai. Ditinjau dari letak geografisnya terletak di disebelah barat pegunungan 
Bukit Barisan dan memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi 
Lampung sepanjang lebih kurang 567 kilometer. Berdasarkan keadaan alam dan letaknya, maka wilayah 
Provinsi Bengkulu mempunyai ketinggian dari permukaan laut yang berbeda-beda, Bagian Timurnya 
berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedang bagian barat merupakan dataran rendah yang 
relatif sempit, memanjang dari utara ke selatan serta diselingi oleh daerah yang bergelombang.

 Secara topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada 
pada kemiringan/kelerengan 015% yaitu seluas 14.224 Ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil  1,58% 
yakni seluas 228 Ha dari wilayah Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-4O%. Wilayah yang relatif 
datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut, 
sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut.

 Batas-batas wilayah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :
 a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.
 b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
 c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung.
 d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.



RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 
48

 Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai 
sepanjang 525 kilometer, terletak pada bagian Barat dan merupakan dataran rendah yang relatif sempit, 
memanjang dari Utara ke Selatan serta diselang-selingi daerah yang bergelombang, sedangkan  pada 
bagian Timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 
kurang lebih 1.978.870 hektar atau 19.788,7 kilometer persegi terdiri dari 9 (sembilan) daerah Kabupat-
en/Kota meliputi :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

2.2  Inventarisasi Data Fisik dan Sosial Wilayah Sungai
 a. Wilayah Sungai Teramang Muar (WS Teramang Muar)

 1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 
 Secara   geografis  WS Teramang  Muar meliputi wilayah administrasi Provinsi Bengkulu dan Provinsi 

Jambi dan pada posisi 1010 00’ 53,78” – 1010 58’47,42” BT dan antara 20 13’ 5,50” - 30 11’ 16,0” LS, 
dengan batas administrasi WS Teramang Muar adalah sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Suma-
tera  Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan  Kabupaten  Bengkulu  Utara, 
sebelah  barat  berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jam-
bi dan Provinsi Sumatera Selatan.
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 WS Teramang Muar yang masuk pada wilayah administrasi Provinsi Bengkulu tercakup 2 (dua) Kabu-
paten, yaitu Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. WS Teramang Muar yang masuk di 
wilayah administrasi Kabupaten Mukomuko adalah Kecamatan V Koto, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan 
Lubuk Pinang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kecamatan Air Manjuto, Kecamatan Teramang Jaya, Keca-
matan Teras Terunjam, Kecamatan Penarik, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Selagan Raya, Keca-
matan Sungai Rumbai, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Ipuh,   Kecamatan   Malin   Deman,   Kecamatan   
Air   Rami,      sedangkan WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu 
Utara adalah Kecamatan Putri Hijau.

 WS Teramang Muar yang masuk di wilayah administrasi Provinsi Jambi tercakup 2 (dua) Kabupaten, yaitu 
Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. WS   Teramang   Muar   yang   masuk   di   wilayah   admin-
istrasi Kabupaten Merangin adalah Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Sungai Tenang,   sedangkan   WS   
Teramang   Muar   yang   masuk   di   wilayah administrasi Kabupaten Kerinci adalah Kecamatan Keliling 
Danau dan Kecamatan Gunung Raya. Peta administrasi di WS Teramang Muar disajikan pada Gambar di 
bawah ini:

Gambar 2.2 Peta Wilayah Sungai Teramang Muar
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 WS Teramang Muar terdiri dari 15 DAS seperti yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 DAS Pada WS Teramang Muar

 Seperti yang telah diperlihatkan pada Tabel 2.2 di atas, DAS yang terluas adalah DAS Dikit dengan luas 
1.088,68 Km2  dan DAS yang terkecil adalah DAS Bantal dengan luas 3,17 Km2. Peta DAS di WS Teramang 
Muar diperlihatkan pada gambar berikut ini.
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Gambar 2.3 Peta DAS Wilayah Sungai Teramang Muar

 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Muatan lainnya  yang  harus diakomodasi dalam  rencana  tata ruang wilayah adalah Rencana Pola Ru-

ang, yaitu rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 
lindung dan budidaya. Terkait dengan uraian di atas, rencana kawasan fungsi lindung di WS Teramang 
Muar adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Sumatera 
Barat.

 Salah satu rambu yang perlu diperhatikan dari kedua undang- undang di atas yaitu penegasan mengenai 
harus tersedianya minimal 30% lahan yang diperuntukkan sebagai fungsi hutan. Berkaitan dengan hal 
tersebut, kajian terhadap pola ruang eksisting yang  sudah  berlangsung  saat ini menunjukkan bahwa  
ruang  yang  termasuk  ke  dalam  WS  Teramang  Muar seluas 5.325,37 Km2, dimanfaatkan untuk sekitar 
14 penggunaan. Pola ruang eksisting yang potensial dapat berfungsi lindung yaitu hutan lahan kering 
primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, belukar rawa, dan tubuh air  yang  bisa  beru-
pa  danau,  sungai,  dan  badan  air  lainnya. Sedangkan  pola  ruang  yang  dapat  diidentifikasikan  sebagai 
fungsi budidaya dan/atau potensial sebagai kawasan budi daya adalah permukiman, perkebunan, kebun 
campuran, sawah, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, semak/belukar, tanah ter-
buka, dan tegalan.
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 Kawasan strategis (nasional) di WS Teramang Muar adalah Kawasan Lingkungan Hidup TNKS. Kawasan   
strategis   nasional   adalah   wilayah   yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pen-
garuh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, 
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan 
dunia. Rencana pola ruang di WS Teramang Muar dapat disajikan pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Pola Ruang di WS Teramang Muar

Gambar 2.4 Rencana Pola Ruang di WS Teramang Muar
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 3. Kependudukan
 Dari segi kependudukan jumlah penduduk di wilayah administrasi kecamatan yang tersebar di kelima 

Kabupaten pada Tahun  2008 - Tahun  2009  berjumlah  11.099  jiwa  terpadat berada di Kecamatan XIV 
Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan tingkat kepadatan 144,14 jiwa per km2  atau 14 
jiwa per ha termasuk kategori kepadatan jarang dan terendah berada di Kecamatan Sungai Tenang Kabu-
paten Merangin Provinsi Jambi dengan tingkat kepadatan 9 jiwa per km2 atau 0,09 jiwa per ha termasuk 
kategori kepadatan sangat jarang. Secara rinci penyebaran penduduk dan perkembangan   jumlah   pen-
duduk   tiap   kabupaten   di   WS Teramang Muar disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.
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Tabel 2.4  Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Wilayah
     Administrasi Kecamatan di WS Teramang Muar Tahun 2009
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Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten

 Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kelima kabupaten selama periode Tahun 2003 – 2009 relatif 
rendah, sebagaimana tersaji pada Tabel 5. di Kabupaten Mukomuko sebesar 1.84%, Kabupaten Bengku-
lu Utara sebesar 2.70%, Kabupaten Merangin sebesar 1.05% dan Kabupaten Kerinci  sebesar   0.73%. 
Kabupaten Bengkulu Utara selain pertumbuhan secara alami juga adanya pemekaran sebanyak empat 
kali berturut-turut dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 dan Tahun 2008 sedemikian tersaji per-
tumbuhan dengan nilai negatif. Perkiraan jumlah penduduk DAS WS Teramang Muar pada Tahun 2010 
disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Periode Tahun 2003 – 200
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Tabel 2.7 Perkiraan Jumlah Penduduk DAS WS Teramang Muar

 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 PDRB atas dasar harga konstan biasanya digunakan untuk melihat  pertumbuhan  regional  secara  riil,  

tanpa  dipengaruhi oleh  kenaikan  harga.  Perkembangan  nilai  PRDB  Atas  Dasar Harga Berlaku pada 
periode Tahun 2006 sampai dengan 2008 di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabu-
paten Pesisir Selatan, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci disajikan pada  tabel-tabel di bawah 
ini.

Tabel 2.8 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Periode
Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 (juta rupiah)
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 Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun  2000  pada  Periode Tahun  2006  sam-
pai  dengan  2008 diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 2.9   Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada
Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 (juta rupiah)

Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada
                Periode Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008
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 Gambar 2.6 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 pada Periode Tahun 2006 
sampai dengan Tahun 2008

 5. Pendapatan Per Kapita di WS Teramang Muar
 Berdasarkan data yang ada pendapatan penduduk per kapita di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci disajikan berikut 
ini.

Tabel 2.10  Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
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Tabel 2.11  Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

 6. Kondisi Topografi dan Geologi
 Keadaan topografi di WS Teramang Muar disajikan  pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12 Topografi WS Teramang Muar
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 Berdasarkan Tabel 2.12, DAS yang memiliki ketinggian paling tinggi adalah DAS Dikit yang memang 
memiliki hulu di sekitar pegunungan bukit barisan.  Peta Topografi WS Teramang Muar disajikan pada 
Gambar di bawah ini.

Gambar 2.7 Peta Topografi WS Teramang Muar

 Kondisi Geologi bagian tengah dari WS Teramang Muar ditempati oleh beberapa gunung api muda. 
Gunung-gunung tersebut membentuk jajaran gunungapi strato sebagai bagian dari rangkaian pegunun-
gan Bukit Barisan dengan arah umum Barat Laut - Tenggara. Di bagian Barat dan Timur dibatasi oleh per-
bukitan bergelombang, setempat dengan timbulan tajam terdapat di bagian Utara dan Selatan. Dataran 
sempit terdapat setempat- setempat di daerah pantai pada bagian Barat Daya, sebagian berupa rawa-ra-
wa yang berair pada waktu pasang.

 Jajaran gunung api strato dibentuk oleh batuan berumur kuarter yang terdiri dari rempah-rempah lep-
as gunung api berukuran abu atau bom dan batuan padu seperti lava, breksi, dan tufa. Daerah  per-
bukitan  bergelombang dengan  timbulan-timbulan tajam membentuk Pegunungan Bukit Barisan yang 
cukup tinggi, berlereng terjal dengan lembah-lembah yang sempit secara keseluruhan  menampakkan  
permukaan  kasar  dengan  pola aliran umumnya sejajar atau hampir sejajar dan dibentuk oleh batuan 
padu berupa batu sabak, batuan terobosan bersifat ultra basic sampai granitik, batuan vulkanik tua, dan 
berbagai batuan sedimen berumur jura sampai tersier.
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 Sedangkan  daerah  perbukitan  bergelombang  lemah  dibentuk oleh batuan vulkanik muda dan batuan 
sedimen kurang padu, terutama  pada bagian timur dari pegunungan Bukit  Barisan. Kelompok batu-
an-batuan tersebut telah mengalami perlipatan dan penyesaran dengan kedudukan perlapisan batuan 
miring atau miring lemah. Sesar Sumatera dengan arah umum Barat Laut - Tenggara memotong batuan 
berumur oligosen sampai kuarter. Di beberapa tempat terlihat bahwa sesar Sumatera merupakan kontak 
antara batuan  vulkanik  kuarter  dengan  batuan  padu  yang  berumur lebih tua. Dataran sempit yang 
dijumpai setempat di bagian Barat Daya dibentuk oleh material lepas berukuran lempung sampai kerikil 
dengan ketebalan ± 5 meter. Daerah tubuh gunung api strato dan daerah perbukitan bergelombang den-
gan timbulan tajam umumnya ditempati oleh hutan-hutan lebat.

 Sejarah struktur geologi Kabupaten Mukomuko tidak lepas dari pola struktur pulau Sumatera keseluru-
han yang di kuasai oleh peristiwa tektonika Jura sampai Resen. Unsur-unsur utama dalam batuan adalah 
lipatan, sesar, dan kekar. Lipatan-lipatan hanya dapat diamati didalam satuan-satuan Tersier sapai Resen, 
dan sifat perlipatannya lebih kurang berarah barat laut tenggara, sejajar dengan arah struktur Sumat-
era (de Coster, 1974). Pensesaran hampir terdapat di semua batuan yang berumur Pra- Holosen,  dan  
umumnya  arah  sesar  yang  sama  dapat  dilihat dalam kedua batuan berumur Pra-Tertier dan batuan 
yang lebih muda. Dua kelompok utama kekar dapat dikenali adalah kekar rabakan dan kekar regangan. 
Kekar rabakan banyak terdapat di sekitar daerah sesar Seblat dan sesar Dikit, sedangkan sesar regangan  
umumnya  terdapat  di  antara  pecahan-pecahan  di dalam batuan Breksi Formasi Kumun. Beberapa di 
antara kekar- kekar yang disebut terakhir telah diisi oleh mineral sekunder seperti kalsit dan kwarsa.

 Pada jaman tersier daerah Bengkulu telah mengalami dua kali pengangkatan :
 1). Terjadi pada jaman Miosen Tengah, yang melipat batuan- batuan yang berumur Miosen Bawah 

antara lain Formasi- Formasi Andesit Tua, Formasi Baturaja, Formasi Telisa, Formasi Gumai disertai oleh 
kegiatan gunungapi.

 2). Terjadi pada jaman akhir Miosen yang mempengaruhi sedimen-sedimen tersier bawah dan Miosen 
Atas sehingga mengalami perlipatan dengan sumbu-sumbu sejajar dengan arah Pulau Sumatera. Pen-
gangkatan ini disusul dan disertai oleh terobosan-terobosan dari batuan Batolit bersusunan asam dan 
intermediet serta sejumlah gang-gang bersusunan Dasitis, menimbulkan daerah-daerah mineralisasi 
penting. Jalur  ini  oleh  Tobler  (1910-1917)  disebut  sebagai  ”Hoch Barisan”  atau  oleh  Westerveld  
(1953)  dinamakan  ”Sunda Orogen”.

 Pada plistosen ditandai dengan adanya gerak-gerak mendatar yang menghasilkan apa yang disebut oleh 
Van Bemmelen (1949) sebagai ”Semangko Fault Zone” atau oleh Westerveld (1953) sebagai ”Great Su-
matera Fault System”. Menurut pengamatan, gerakan-gerakan ini sampai sekarang masih berlangsung 
dimana hal ini terlihat dengan masih berlangsungnya gejala-gejala kegempaan dan kegiatan gunung be-
rapi bersusunan andesit di sepanjang jalur ini. Peta Geologi WS Teramang Muar disajikan  pada Gambar 
di bawah ini.
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Gambar 2.8 Peta Geologi WS Teramang Muar



63
RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 

 7. Jenis Tanah
 Jenis tanah yang terdapat di WS Teramang Muar berdasarkan USDA Keys  Taxonomi  (1988) pada  umumnya  did-

ominasi  oleh jenis  Dystropepts  dan Tropodult.  Secara lebih rinci mengenai kondisi jenis tanah beserta luasnya 
(dalam Km2) per DAS yang terdapat  dalam  WS  Teramang  Muar  sebagaimana  disajikan dalam Tabel 2.13 dan 
Peta Jenis Tanah WS Teramang Muar disajikan pada Gambar berikut ini.
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Tabel 2.13 Jenis Tanah Per DAS yang terdapat di WS Teramang Muar
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Gambar 2.9 Peta Jenis Tanah WS Teramang Muar

 8. Kemiringan Lereng
 Kelas kemiringan lereng memberi gambaran salah satu perilaku hidrologi wilayah yang bersangkutan, 

karena kelas kemiringan  lereng  dan  topografi  merupakan  faktor  alami yang rentan terjadinya gang-
guan perilaku hidrologi apabila pola drainase wilayahnya sangat tidak memadai. WS Teramang  Muar  
mempunyai  kemiringan  lereng  kelas  I sampai dengan II, dan sisanya (minoritas) merupakan kelas ler-
eng III sampai dengan V (Bergelombang sampai dengan Sangat  Curam). Luas  kemiringan  masing-mas-
ing  kelas lereng diperlihatkan pada Tabel 2.14 dan Peta Kemiringan Lereng diperlihatkan pada Gambar 
berikut ini.
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Tabel 2.14 Luas Kemiringan masing-masing kelas lereng di WS Teramang Muar
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Gambar 2.10 Peta Kemiringan Lereng WS Teramang Muar

 



69
RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 

 9. Penggunaan Lahan
 Penggunaan lahan di WS Teramang Muar didominasi oleh Kawasan Fungsi Lindung sebesar 3.466,73 Km2  (65,10% 

) dan sisanya berupa Kawasan Fungsi Budidaya sebesar 1.858,65 Km2 (34,90% ). Tata guna lahan eksisting Tahun 
2007 per DAS di WS Teramang Muar diuraikan pada Tabel 2.15 Sedangkan peta tata guna lahan eksisting Tahun 
2007 diperlihatkan pada Gambar 13.sebagai berikut

Tabel 2.15 Tata guna Lahan Eksisting Tahun 2007 Per DAS di WS Teramang Muar
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Gambar 2.11  Peta Tata guna Lahan Eksisting Tahun 2007 di WS Teramang Muar
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 10. Klimatologi
 WS Teramang Muar, berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan ferguson, termasuk kedalam tipe iklim B, 

yaitu jumlah bulan basah dalam  setahun lebih banyak  dari bulan kering.  Bulan basah memiliki curah 
hujan lebih besar dari 100 mm, sedangkan bulan kering memiliki curah hujan kurang dari 60 mm. Musim 
hujan umumnya jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. 

 Suhu udara rata-rata harian berkisar antara 270C – 310C. Sedangkan kelembaban udara relatif berkisar 
antara 80% -87%. Gambaran kondisi iklim daerah studi dapat dilihat dari hasil pencatatan stasiun klima-
tologi yang ada di daerah studi adalah sebagai berikut :

 • Suhu udara rata-rata  : 270C – 310C
 • Kelembaban udara rata-rata : 80% - 87%.
 • Kecepatan angin rata-rata : 30 – 50 km/hari
 • Sinar Matahari   : 3% - 65 %
 • Curah hujan   : 2.810 mm/tahun

 Stasiun Klimatologi yang terdapat di WS Teramang Muar adalah Stasiun Pondok Panjang yang dibangun 
oleh Dinas Pekerjaan Umum  (DPU)  Tingkat  I  Bengkulu  Tahun  1982.  Sementara stasiun lain sebagai 
pembanding adalah Stasiun Air Seblat yang dibangun  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Tingkat  I  Bengkulu 
Tahun 1978.

 Stasiun Pondok Panjang terletak di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada posisi 02O26’07” 
LS - 101O11’43.9” BT dengan elevasi di atas muka laut + 23 m, Sedangkan Stasiun Air   Seblat   terletak   
di   Kecamatan   Putri   Hijau   Kabupaten Bengkulu Utara pada posisi 03O14’33.9” LS - 101O37’35,8” BT 
dengan elevasi di atas muka laut + 16 m.

 11. Curah hujan
 Ketersediaan data curah hujan di WS Teramang Muar disajikan pada Tabel berikut ini.

 

Tabel 2.16. Ketersediaan Data Curah Hujan
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 12.  Debit
 Di dalam WS Teramang Muar terdapat beberapa pos pengamatan debit sungai. Jumlah pengamatan 

data debit harian di setiap stasiun debit di WS Teramang Muar memiliki kurang dari 10 tahun data dan 
memiliki data debit harian yang tidak kontinyu. Ketersediaan data debit di WS Teramang Muar disajikan 
pada Tabel 2.17.

 Peta lokasi pos hidrologi diperlihatkan pada Gambar berikut ini.

 
 

Tabel 2.17 Ketersediaan Data Debit
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Gambar 2.12  Peta Lokasi Pos Hidrologi WS Teramang Muar
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 13. Hidrogeologi
 Di daerah WS Teramang Muar yang telah diuraikan sebelumnya terdiri atas  beberapa  variasi  batu-

an penyusun yang  berbeda, sehingga akan membentuk sistem litologi akuifer (lapisan pengandung air 
tanah) yang berbeda pula. Berdasarkan karakteristik tersebut, sistem litologi akuifer, keterdapatan air 
tanah, dan produktivitas akuifer di daerah WS Teramang Muar dapat diketahui.

 Bagian  puncak  jajaran  gunung  api  strato merupakan  daerah tangkapan hujan, dimana aliran permu-
kaan lebih dominan, sehingga digolongkan sebagai daerah air tanah langka. Secara alami air tanah yang 
mulai terbentuk di bagian puncak tersebut serta bagian tubuh gunung, akan mengalir menyebar ke arah 
kaki gunung, sehingga produktivitas akuifer di daerah gunung api strato secara berangsur akan semakin 
meninggi ke arah kaki gunung. Daerah sekitar Mukomuko Utara dan Selatan merupakan daerah prospek-
tif kandungan air tanahnya, mengingat daerah tersebut merupakan daerah resapan sehingga air  tanah  
akan  terkumpul  di  daerah  tersebut,  disamping  itu sesar Sumatera yang bertindak sebagai penyalur air 
tanah memberikan sumbangan bagi terkumpulnya sesumber air tanah di daerah resapan tersebut.

 Menurut Azwar dkk (1984) berdasarkan pendugaan geolistrik di sekitar   Mukomuko   kemungkinan   
adanya   akuifer   tertekan berupa  batu  pasir.  Konglomeratan  pada  kedalaman  20  -  50 meter dengan 
tebal 15 - 30 meter, akuifer tersebut dialasi oleh batu lempung di bagian bawahnya dan tufa sebagai 
lapisan penutup. Akuifer dangkal di daerah dataran umumnya kurang produktif melihat pada litologi ba-
tuan akuifernya yang bersifat lempungan  dan  tidak  menerus,  serta  pelamparan  vertikalnya yang tipis.

 Purdo Hadiwidjojo dan Tjahjadi (1981), menyatakan bahwa akuifer   terpenting   di   Kabupaten   Bengku-
lu   Utara   adalah batu pasir dengan kedalaman akuifer bervariasi, debit diperkirakan kurang dari 2 lt/
det.

 1)    Sistem akuifer
   a) Berdasarkan sistem litologi dan jenis kekasarannya sistem akuifer di WS Teramang Muar  

  dapat dibagi menjadi:
    • Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (Intergranular);
    • Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan (Intergranu 

    lar dan rekahan);
    • Sistem akuifer dengan aliran melalui rekahan (Fracture). 
   b)  Berdasarkan   sistem   produktivitas   akuifernya,   maka sistem akuifer dapat diketahui  

   sebagai berikut:
    • Sistem akuifer produktif dengan penyebaran luas debit > 5 lt /det;
    • Sistem akuifer sedang dengan penyebaran luas debit < 5 lt/det;
    • Sistem akuifer setempat dengan produktivitas sedang luas debit < 1 lt/det;
   c)   Berdasarkan  sistem  keterkaitan  antara  morfologi  dan keberadaan air tanah dapat dibagi  

         menjadi :
    • Mandala air tanah dataran, dimana hampir 70% daerah WS Teramang Muar di 

    tempati oleh mandala air tanah dataran ini.
    • Mandala air tanah perbukitan, dimana menempati 30% dari seluruh daerah WS  

    Teramang Muar. Tepatnya sepanjang pegunungan bukit barisan membentang  
    dengan arah barat laut tenggara.
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 2) Air Tanah
 Air tanah adalah air yang terdapat dibawah tanah mengalir secara gravitasi mengikuti bentuk topografi. 

Air tanah disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) daerah zona yaitu zona tidak jenuh (zona aeration) dan zona 
jenuh (zona of Suration). Air tanah zona tidak jenuh adalah air tanah yang sebagian dipengaruhi  oleh  air  
permukaan  dan  lainnya  dipengaruhi oleh air tanah dalam. Air tanah ini biasanya dipakai oleh penduduk 
setempat untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan keluarga dalam bentuk sumur gali.

 3)    Zona air bawah tanah
 Berdasarkan data pengamatan lapangan dan peta hidrologi Indonesia, maka secara umum kondisi air 

tanah di daerah Kabupaten Mukomuko terdapat pada akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang 
antar butir dapat dibedakan menjadi yaitu:

 - Zona-I
 Merupakan zona akuifer dengan aliran celahan dan antar ruang butir dengan tingkat produktivitas se-

dang dan penyebaran cukup luas, merupakan akuifer dengan keterusan beragam dan kisaran kedalaman 
muka air tanah umumnya dalam dan debit sumur umumnya kurang dari 5 (lima) lt/det. Penyebaran zona 
ini dibagian utara dan timur daerah pemetaan yaitu sekitar Desa Sari Bulan. Tenggara Desa Dusun Baru, 
dan Desa Betia Budi. Kedalaman muka air tanah pada elevasi antara 20 - 100 meter diatas muka air laut, 
sedangkan kedalaman sumur gali penduduk antara 8 - 15 meter.

 Litologi batuan pada zona ini merupakan material lepas, aluvial lepas batu pasir halus, lempun-
gan, batu lem pung tufaan dan endapan rawa. Pemanfaatan lahan pada zona ini merupakan kawasan 
pemukiman, perkebunan sawit, dan semak belukar.

 - Zona-II
 Merupakan zona  akuifer dengan produktivitas  rendah, setempat berarti merupakan akuifer dengan 

keterusan yang sangat rendah. Kedalaman muka air tanah umumnya dangkal terutama pada zona 
pelapukan, debit air umumnya kecil dengan debit rata-rata kurang dari lima ( < 5 lt/det). Penyebaran 
zona ini dibagian barat daerah  pemetaan  yaitu;  Desa  Air  Dikit,  Desa  Dusun Baru, Desa Pondok Lunang 
dan Desa Tanah Rekah, sumur gali penduduk antara 3 - 6 meter.

 Litologi batuan pada zona ini merupakan pelapukan batuan gunung api, pasir halus - kasar Tufaan, kom-
pak, batuan lempung tufaan, napal (gamping). Pemanfaatan zona ini sebagai perkebunan  kelapa sawit  
dan pemukiman penduduk. Peta hidrogeologi diperlihatkan pada Gambar 15. dan peta cekungan air 
tanah diperlihatkan pada Gambar 16. Perkiraan perhitungan potensi air tanah didasari oleh besarnya 
curah hujan, koefisien resapan pada batuan, dan hujan tahunan yang diperlihatkan pada tabel berikut 
ini.
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Tabel 2.18  Volume Resapan/Imbuhan WS Teramang Muar
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Gambar 2.13  Peta Hidrogeologi WS Teramang Muar
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Gambar 2.14  Peta Cekungan Air Tanah WS Teramang Muar
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 14. Erosi
 Kondisi   hutan   di   WS   Teramang   Muar   terus   mengalami kerusakan dari waktu ke waktu. Faktor 

penyebab utama adalah kegiatan eksploitasi kayu di hutan alam. Faktor lainnya yang ikut berperan ada-
lah kegiatan perladangan di kawasan hutan. Kerusakan hutan tersebut telah menimbulkan beberapa 
dampak negatif  seperti menurunnya potensi sumberdaya  hutan, rusaknya ekosistem hutan, mengerin-
gnya sumber-sumber air yang tercermin dari mengeringnya sungai-sungai di musim kemarau dan melu-
apnya aliran sungai di musim hujan serta semakin bertambahnya lahan kritis. 

 Dalam kurun waktu Tahun 2000 – 2005 laju deforestasi yang terjadi sudah mencapai angka sebesar 1,08 
juta Ha/tahun, dilain pihak laju rehabilitasi hanya sebesar 500.000 Ha/tahun. Di sini terlihat bahwa ke-
giatan rehabilitasi hutan yang telah dilakukan selama ini sangat tidak sebanding dengan laju deforestasi 
yang terjadi. Di sisi lain bisa kita lihat juga bahwa tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan 
lahan yang telah dilakukan, selama ini tingkat keberhasilan tanaman maksimal hanya 20 %.

 Berdasarkan uraian diatas dapat diprediksi bahwa kondisi hutan di WS Teramang Muar akan mengalami 
kerusakan di waktu- waktu mendatang. Hal ini berarti akan meningkatkan nilai faktor penutupan tum-
buhan (C) yang selanjutnya akan meningkatkan besarnya erosi. Penghitungan peningkatan jumlah erosi 
akibat kerusakan hutan ini dilakukan dengan pendekatan pustaka melalui kajian hasil penelitian yang 
relevan. Tingkat Erosi di WS Teramang Muar Tahun 2011 disajikan pada Tabel di bawah ini.

 

Tabel 2.19  Tingkat Erosi di WS Teramang Muar Tahun 2011
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 15. Sedimentasi
 Tingkat sedimentasi di suatu DAS umumnya berbanding lurus dengan tingkat erosi di daerah tersebut. 

Tingkat sedimentasi di WS Teramang Muar disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Tingkat sedimentasi WS Teramang Muar Tahun 2011

 16. Kualitas Air
 Dalam melakukan analisa kualitas air, akan dilakukan analisa terhadap parameter kunci yaitu parameter 

kualitas air yang dianggap mewakili kondisi kualitas air secara keseluruhan dan bisa menunjukkan apa-
kah kondisi kualitas air tersebut sudah mengalami pencemaran atau belum.

 Berikut ini analisa untuk masing-masing parameter di sungai yang ada di WS Teramang Muar berdasar-
kan data kualitas air yang ada. Diperlihatkan juga grafik parameter Biological Oxygen Demand (BOD), 
Chemical Oxygen Demand (COD), dan Dissolved Oxygen  (DO)  pada  gambar-gambar di bawah ini.
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Gambar 2.15  Grafik Parameter BOD Sungai di WS Teramang Muar

 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hampir semua nilai BOD diatas Baku Mutu yang ditetapkan (2 
mg/L). Hal tersebut menunjukan bahwa air sungai sudah mengalami pencemaran yang berasal dari lim-
bah domestik maupun non domestik.

Gambar 2.16  Grafik Parameter COD Sungai di WS Teramang Muar
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 Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hampir semua nilai COD diatas Baku Mutu yang ditetapkan (10 
mg/L). Hal tersebut menunjukan bahwa air sungai sudah mengalami pencemaran. Pencemaran tersebut 
bisa dari limbah domestik maupun non domestik.

Gambar 2.17  Grafik Parameter DO Sungai di WS Teramang Muar

 17. Data Kebutuhan Air  
   • Irigasi
   Kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan pedoman Kriteria Perencanaan Irigasi (KP-01), yaitu  

  berdasarkan curah hujan efektif, evapotranspirasi, perkolasi, pola dan jadual tanam (diasum 
  sikan padi-padi-palawija). Kebutuhan air irigasi di WS Teramang Muar diuraikan pada Tabel 2.21
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Tabel 2.21 Kebutuhan Air Irigasi di WS Teramang Muar

   •  Air Rumah Tangga Perkotaan dan Industri (RKI)
   Kebutuhan air RKI di WS Teramang Muar pada saat ini disuplai dari air PDAM, mata air, air  

  tanah, dan sumber-sumber air lainnya. Tingkat pelayanan PDAM di WS masih terbilang  sangat   
  rendah,  dan  diharapkan  tingkat  pelayanan PDAM tersebut dapat terus meningkat seiring  
  dengan bertambahnya bangunan-bangunan prasarana Sumber Daya Air di WS.

   Perhitungan kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri, dilakukan berdasarkan 
   jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks kebutuhan air sesuai dengan 
   Pedoman Perencanaan Sumber Daya Air WS (Ditjen Sumber Daya Air, 2004).

   Kebutuhan Air Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri (RKI) di WS Teramang Muar tercantum  
  pada Tabel 2.22
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Tabel 2.22 Kebutuhan Air Untuk Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri

   • Peternakan
   Kebutuhan air untuk peternakan di WS Teramang Muar pada Tahun 2011 disajikan pada Tabel  

  2.23 dan Tabel 2.24
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Tabel 2.23 Kebutuhan Air Untuk Peternakan (Sapi dan Kerbau)

Tabel 2.24 Kebutuhan Air Untuk Peternakan (Ayam dan Itik)
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   • Perikanan
   Kebutuhan air untuk perikanan di WS Teramang Muar pada Tahun 2011 disajikan pada Tabel  

  2.25.

Tabel 2.25 Kebutuhan Air Untuk Perikanan di WS Teramang Muar

Tabel 2.26 Kebutuhan Air Untuk Perkebunan di WS Teramang Muar
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   • Alur Pemeliharaan Sungai
   Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit  

  andalan 95% , yaitu aliran air (m3/detik) yang selalu tersedia dalam 95% waktu pengamatan,  
  atau hanya paling banyak 5% kemungkinannya aliran tersebut tidak tercapai. Dalam hal debit  
  andalan 95% tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus mengendalikan pemakaian air di  
  hulu.

   Dengan demikian besarnya kebutuhan air untuk pemeliharaan sungai dihitung berdasarkan  
  debit andalan Q95% dari data ketersediaan air yang ada. Pada Tabel 2.27 diperlihatkan kebutu 
  han aliran pemeliharaan sungai di WS Teramang Muar.

 

 Tabel 2.27 Kebutuhan Air Untuk Aliran Pemeliharaan Sungai
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 b. Wilayah Sungai Nasal-Padang Guci (WS Nasal-Padang Guci)

 1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 
 Secara geografis WS Nasal-Padang Guci terdiri atas beberapa wilayah administrasi yaitu 1. Provinsi 

Bengkulu (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur), 2. Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung 
Barat) dan 3. Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Lahat dan Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan)  
pada  posisi  102o48’52,7”  BT  - 103o47’35,3” BT dan 4o00’11,3” LS - 4o56’00,8” LS. Batas WS Nasal 
- Padang Guci sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma (Provinsi Bengkulu), sebelah barat 
berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan 
sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Peta lokasi administrasi WS Nasal-Padang 
Guci diperlihatkan pada Gambar 2.18

 WS Nasal-Padang Guci mempunyai luas ± 4.811,62 Km2, dan terdiri dari 19 DAS yaitu DAS Selali, DAS 
Pino, DAS Manna, DAS Bengkenang, DAS Kedurang, DAS Mertam, DAS Sulau, DAS Padang Guci, DAS Ke-
lam, DAS Kinal, DAS Luas, DAS Tetap, DAS Sambat, DAS Numan, DAS Hawang, DAS Nasal, DAS Kolek, DAS 
Manula, DAS Anak Selanak. Peta DAS WS ditampilkan pada peta Gambar 21 dan wilayah administrasi 
tersebut diatas diuraikan pada Tabel 2.28.

 

Gambar 2.18  Peta Administrasi WS Nasal-Padang Guci
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Gambar 2.19 Peta DAS WS Nasal-Padang Guci
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Tabel 2.28 Wilayah Administrasi di WS Nasal-Padang Guci
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 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Pola ruang WS Nasal-Padang Guci didasarkan pada  konsep RTRW  Provinsi   Bengkulu. Prinsip dasar dari 

pengelolaan kawasan lindung dan  kawasan  budidaya  dalam WS Nasal-Padang Guci   adalah   pengem-
bangan   ruang   yang memberikan    manfaat    sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan masyarakat dengan 
sekaligus menjaga keberlanjutannya. Penetapan kawasan lindung terutama   dimaksudkan   untuk men-
jamin keberlanjutan, dimana masyarakat pada dasarnya tidak memanfaatkan langsung bagian wilayah 
kawasan lindung tersebut.   Sementara penetapan kawasan budidaya terutama dimaksudkan untuk pe-
manfaatan langsung oleh masyarakat guna meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan budayanya. 
Kendati demikian, dari pengalaman dan kebutuhan pengembangan selama ini, ada kemungkinan atau 
peluang untuk pemanfaatan langsung secara  terbatas terhadap  beberapa bentuk  kawasan  lindung. Se-
baliknya,  pada beberapa bentuk kawasan budidaya  dituntut adanya pemanfaatan yang sekaligus tetap 
menjaga fungsi-fungsi konservasi atau fungsi perlindungan.

 Dalam arahan pengelolaan kawasan lindung di WS Nasal–Padang Guci akan diuraikan :
  Fungsi utama perlindungannya dan fungsi perlindungan tambahan atau ikutan yang merupakan ko-ek-

sistensi ruang dengan kawasan lindung tersebut;
  Pengembangan pemanfaatan langsung yang dimungkinkan secara terbatas dalam kawasan lindung 

tersebut.

 Arahan pengelolaan kawasan budidaya di WS Nasal-Padang Guci dapat dikelompokkan menurut :
  Kawasan hutan produksi, yang terdiri atas hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), 

dan hutan produksi khusus Pusat Latihan Gajah (PLG);
  Kawasan  budidaya  pertanian,  yang  terdiri  atas  kawasan perkebunan, kawasan pertanian lahan ker-

ing, dan kawasan pertanian lahan basah;
  Kawasan permukiman.

 Arahan pola ruang WS Nasal – Padang Guci ditunjukkan pada peta yang tercantum pada Gambar 2.20

Gambar 2.20 Peta Arahan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah
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 WS Nasal - Padang Guci, dalam RTRWN disusun Struktur Ruang Kota Manna dengan klasifikasi (I/C/1) 
dan Lahat dengan Klasifikasi  (II/B). Dalam  aturan struktur ruang  yang diamanatkan   oleh   RTRWN,   
Kota   Manna   (ibukota   Bengkulu Selatan) merupakan kota yang disiapkan dalam tahapan pengemban-
gan untuk disiapkan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional 
sebagai wilayah pengembangan dan peningkatan fungsi. Sedangkan Kota Lahat disiapkan sebagai kota 
pendorong pengembangan kota-kota sentra produksi.  Rencana pengembangan untuk kota-kota di WS 
Nasal - Padang Guci menjadikan acuan kegiatan yang akan berkembang dan mempengaruhi Pola penge-
lolaan sumber daya air pada WS Nasal - Padang Guci.

 Tata Ruang WS Nasal - Padang Guci

 Bila melihat struktur ruang, WS Nasal - Padang Guci berada di Wilayah Pengembangan Manna di Ka-
bupaten Bengkulu Selatan, Wilayah Pengembangan Bintuhan di Kabupaten Kaur, sebagian Kabupaten  
Lahat,  sebagian  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat. Ditinjau 
dari Wilayah Eksternal Provinsi Bengkulu bahwa WS Nasal - Padang Guci memiliki Simpul Pusat di Kota 
Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan), Bintuhan (Kabupaten Kaur), Lahat (Kabupaten Lahat), Muara Dua 
(Kabupaten OKU Selatan), dan Liwa (Kabupaten Lampung Barat).

 1. Wilayah Pengembangan (WP) Manna
 WP Manna dengan pusatnya simpul Manna, mencakup wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.   Kegiatan 

perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini adalah : pertanian tanaman pangan, pertanian 
tanaman perkebunan dan  perdagangan dan jasa antar wilayah. Kegiatan perekonomian yang potensial 
di masa datang antara lain : peternakan, perikanan laut, perikanan darat, pariwisata dan rekreasi, per-
tambangan, industri (pengolahan produk pertanian).

 2. Wilayah Pengembangan (WP) Bintuhan
 WP Bintuhan dengan pusat simpul Bintuhan, mencakup wilayah Kabupaten  Kaur,  yang  merupakan  

daerah  otonom  yang  relatif baru.  Kegiatan perekonomian dan produksi yang menonjol pada WP ini 
adalah pertanian perkebunan dan pertanian tanaman pangan.   Kegiatan perekonomian yang potensial 
dimasa datang antara lain: perikanan laut, peternakan, pariwisata dan rekreasi, perdagangan dan jasa 
intra dan antar wilayah,dan pertambangan. 

 
 Berdasarkan  RTRW  Provinsi  Bengkulu,  wilayah  yang  masuk dalam Sistem WS Nasal - Padang Guci 

sesuai dengan penetapannya,  Kota Manna ditetapkan sebagai  PKW kemudian Kota Bintuhan ditetap-
kan sebagai fungsi PKL. Dihubungkan dengan penetapan Wilayah Pengembangan (WP) di depan,  maka  
pusat-pusat  WP  tersebut  ditetapkan  fungsinya dalam sistem pusat perkotaan.

 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 PDRB adalah salah satu unsur dari data bidang ekonomi yang mempunyai peran yang sangat penting 

sebagai barometer keberhasilan pembangunan suatu daerah. Persentase  Distribusi  PDRB  Sektor  Atas  
Dasar  Harga  (ADH) Harga Berlaku pada Tahun 2008 seperti diuraikan pada Tabel 2.29 dan Gambar 2.21 
Persentase  Distribusi  Sektor  ADH  Harga  Konstan  2000  pada Tahun 2008 seperti diuraikan pada Tabel 
2.30 dan Gambar 2.22
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Tabel 2.29 Prosentase Distribusi PDRB Sektor ADH Berlaku pada Tahun 2008

Gambar 2.21 Distribusi PDRB ADH Berlaku Tahun 2008
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Tabel 2.30 Prosentase Distribusi Sektor ADH Konstan 2000 pada Tahun 2008
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Gambar 2.22  Distribusi PDRB ADH Konstan 2000 Tahun 2008

 Pada distribusi PRDB atas dasar harga berlaku terlihat bahwa pada tahun 2008 di Kabupaten Ogan Kom-
ering Ulu Selatan, sumbangan terbesar pada pendapatan regional diberikan oleh Sektor Pertanian, yaitu 
sebesar 58,73%, demikian pula di Kabupaten Lampung Barat sebesar 60,44%, Kabupaten Kaur sebesar   
47,24%   dan   Kabupaten   Bengkulu   Selatan   sebesar 33,85%, sementara di Kabupaten Lahat 27,13%, 
hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduknya berusaha di Sektor Per-
tanian. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Lampung Barat, sumbangan 
terbesar kedua diberikan oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yaitu masing-masing sebesar 
24,31%, 18,80% dan 15,29%, sementara di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sumbangan terbesar 
kedua diberikan oleh Sektor Jasa yaitu sebesar 17,59%. Di Kabupaten Lahat, Sektor Konstruksi member-
ikan sumbangan terbesar kedua yaitu sebesar 27,13%.

 4. Kependudukan
 Dari  segi  kependudukan,  jumlah  penduduk  di  wilayah administrasi kecamatan di kelima kabupaten 

pada tahun 2008 berjumlah  sekitar   ±   941.344   jiwa.   Paling   padat   berada   di Kecamatan Pasar 
Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tingkat  kepadatan  2.489  jiwa  per  km2   atau  25  jiwa  
per  ha termasuk kategori tingkat kepadatan jarang dan yang terendah di Kecamatan Padang Guci Hulu 
Kabupaten Kaur dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 9 jiwa/km2 (jarang).
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 Laju pertumbuhan penduduk rata-rata di kelima kabupaten selama periode 2000 - 2008  relatif rendah, 
di Kabupaten Lahat sebesar 0,63%, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar1,22%, Kabupaten 
Bengkulu Selatan sebesar 1,44%, Kabupaten Kaur sebesar 2,60% dan Kabupaten Lampung Barat sebesar 
1,69%.
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Tabel 2.31 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di WS Nasal Padang Guci

 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini    selain pertumbu-
han secara alami, juga adanya pertambahan penduduk yang ditimbulkan oleh adanya program transmi-
grasi. Terjadinya pengurangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah kecamatan/kabupaten pada kurun 
waktu tertentu  lebih disebabkan adanya perpindahan penduduk atau sejumlah penduduk yang keluar 
dari wilayah tersebut karena menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja ke luar negeri antara lain 
ke Malaysia.

 Pada Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk dibawah ini, di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten 
Kaur dalam kurun waktu tahun 2000 - 2008 berfluktuasi, Di Kabupaten Bengkulu Selatan, fluktuasinya 
mencapai titik terendah pada Tahun 2005-2006, LPP sebesar - 0,58%, terjadinya angka negatif ini kemu-
ngkinan disebabkan adanya sejumlah penduduk yang keluar/pindah dari wilayah Kabupaten Bengkulu 
Selatan ke wilayah lain. Sedangkan fluktuasi terendah di Kabupaten Kaur pada tahun 2004 - 2005, den-
gan LPP sebesar 0,20%. Jumlah   transmigran   yang   masuk   ke   Wilayah   Kabupaten Bengkulu Selatan, 
pada tahun 2007 tercatat 25 KK atau sebanyak 83 jiwa, dan pada tahun 2008 sebanyak 110 KK atau 395 
jiwa, daerah asal para transmigran tersebut dari Provinsi Jawa Tengah. Jumlah transmigran yang masuk 
ke Kabupaten Lahat pada tahun 2007 sebanyak 100 KK yang berasal dari  Pulau Jawa, dan pada tahun 
2008 sebanyak 100 KK yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
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 5. Kondisi Topografi dan Geologi
 WS Nasal-Padang Guci memiliki topografi datar, bergelombang dan  berbukit  (curam).  Topografi  yang  

datar  terletak  di  bagian Barat yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat hingga per-
batasan Provinsi Lampung. Topografi bergelombang posisinya berada di sebelah Timur dari jalur per-
tama, merupakan lereng Pegunungan bukit Barisan. Dan topografi berbukit (curam) berada pada jalur 
kedua sampai ke puncak pegunungan Bukit Barisan. Jalur Pertama, daerah dengan ketinggian 100 meter 
dpl, terdapat disepanjang pantai dengan klasifikasi low land dengan luas mencapai 708.435 ha (35,80%). 
Jalur Kedua, daerah dengan ketinggian 1000 meter dpl, terletak disebelah timur jalur pertama yang  
merupakan  lereng  pegunungan  Bukit  Range,  daerah  ini dibagi dua kelompok yaitu : daerah dengan 
ketinggian 100 – 500 meter dpl dengan luas mencapai 625.323 ha (31,60%), dan daerah dengan  keting-
gian  500  –  1000  meter  dpl,  luasnya  mencapai 405.688 (20,50%). Jalur Ketiga, daerah dengan keting-
gian 1000 – 2000 meter dpl, terletak disebelah timur jalur kedua sampai ke puncak Bukit Barisan. Peta 
topografi WS Nasal-Padang Guci diperlihatkan pada Gambar 2.23. 

 Sedangkan kondisi geologi Pulau Sumatera dapat dibagi menjadi empat mandala tektonika yaitu lajur 
akrasi atau lajur mentawai, busur muka atau lajur bengkulu, busur magma atau lajur barisan dan busur 
belakang atau lajur jambi – palembang. Dalam hal ini, WS Nasal - Padang Guci  terletak  di  dalam  lajur  
akrasi,  busur  muka  dan  busur magma. Geologi Sungai Nasal - Padang Guci ini mencakup batuan beku 
Kenozoikum serta   runtunan   batuan gunungapi   dan sedimen Tersier sampai Kuarter yang menutupin-
ya. Peta Geologi WS Nasal - Padang Guci diperlihatkan pada Gambar 2.24

Gambar 2.23 Peta Topografi WS Nasal - Padang Guci
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Gambar 2.24  Peta Geologi WS Nasal - Padang Guci

 6.  Jenis Tanah
 Jenis tanah yang terdapat di WS Nasal-Padang Guci berdasarkan “USDA Keys Taxonomi (1988)” didomi-

nasi oleh jenis Dystropepts seluas 262.741,6 ha (66,17%) dan Humitropept seluas 63.304,7 ha (15,94%). 
Jenis tanah di WS Nasal – Padang Guci, diuraikan seperti tersebut pada Tabel 2.32 di bawah.
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Tabel 2.32 Jenis Tanah di WS Nasal - Padang Guci

 7. Penggunaan Lahan
 Penggunaan  lahan  di  WS  Nasal–Padang  Guci  terdiri  dari Kawasan Hutan Lahan Kering Primer sebe-

sar 27,75%, Hutan Lahan Kering Sekunder sebesar 17,34%, Pertanian Lahan Kering sebesar  4,55%  dan  
Pertanian  Lahan  Kering  Campur  sebesar 34,25%. Penggunaan lahan pada WS Nasal – Padang Guci, 
disajikan  pada Tabel 2.33 dan Gambar 2.25
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Tabel 2.33 Penggunaan Lahan pada WS Nasal - Padang Guci
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Gambar 2.25 Peta Penggunaan Lahan di WS Nasal - Padang Guci

 8. Penggunaan Lahan
 Masih terdapat kawasan lindung yang terdiri dari hutan lindung BT Rajamendara, BT Sanggul dan BT Riki 

serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Wisata Alam (TWA) Lubuk Tapi- Kayu Ajaran dan 
TWA Way Hawang seluas 203.368,5 Ha (42,27%) dari total luas WS Nasal-Padang Guci (lebih besar dari 
30 % yang menjadi persyaratan minimal). Lahan kritis di kawasan lindung seluas 46.731,5 Ha atau setara 
dengan 22,98 % dari luas seluruh kawasan lindung di WS Nasal-Padang Guci.

 Kawasan Hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap (HP) seluas 3.517ha dan hutan produksi 
terbatas (HPT) seluas 51.487.23 ha. Sehingga keseluruhan kawasan hutan produksi seluas 55.004, 23 
Ha yang terdiri dari  HP Air Bengkenang seluas1.579 Ha, HP Air Sambat seluas 1.938 Ha dan HPT Bukit 
Rabang seluas 6.848.54 ha, HPT Peraduan Tinggi seluas 9.158.42 ha, HPT Air Kedurang seluas 5.247.32 
ha, HPT Air Kinal seluas 5.567.77 ha, HPT Kaur Tengah seluas 13.932.27 ha,  HPT Bukit Kumbang seluas 
10.732.91 ha. Lahan kritis di kawasan hutan produksi seluas 3.7247,6 Ha atau setara dengan 67,72 % dari 
luas seluruh kawasan hutan produksi di WS Nasal-Padang Guci.
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 Kawasan areal penggunaan Lain (APL) yang ada di WS Nasal-Padang Guci seluas 195.028,8 ha. Lahan 
kritis di kawasan APL seluas 91.616,5 Ha atau setara dengan 46,98 % dari luas seluruh kawasan  APL  di  
WS  Nasal  -  Padang  Guci.  Permasalahannya adalah bahwa kawasan APL yang ada di WS Nasal-Padang 
Guci sebagian besar berada di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul, hal ini tidak dapat dibenarkan 
menurut UU Pokok Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peta Kawasan Hutan di WS 
Nasal – Padang Guci seperti tergambar pada Gambar 2.26

Gambar 2.26 Peta Kawasan Hutan di WS Nasal–Padang Guci

 9. Meteorologi dan Hidrologi
 Data curah hujan rata-rata tahunan di WS Nasal – Padang Guci yang diambil dari 18 stasiun curah hujan 

yang tersebar di WS sebesar 1.752 mm/tahun.
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 10.   Air Permukaan
 Air sungai yang cukup besar di WS Nasal – Padang Guci adalah Sungai Manna, Sungai Bengkenang, Sun-

gai Pino, Sungai Sarak dan   beberapa   sungai   kecil   lainnya.   Sungai-sungai   tersebut berhulu  di  Pe-
gunungan  Bukit  Barisan  yang  terletak  di  bagian utara di luar WS Nasal – Padang Guci dengan alur 
sungai relatif berarah utara – selatan, dan bermuara di Samudera Hindia. Pada umumnya sungai-sungai 
tersebut selalu berair sepanjang tahun, meskipun pada musim kemarau agak berkurang jumlah airnya. 
Sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi keperluan sehari- hari   penduduk   di   sekitarnya,   bah-
kan   PDAM   Kota   Manna memanfaatkan  sungai  Manna  untuk  memenuhi  kebutuhan  air minum. 
Dibagian  muara sungai, air sungai  sudah  dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga mengakibat-
kan air sungai menjadi terasa payau atau bahkan asin terutama pada musim kemarau. Air danau, yang 
merupakan satu-satunya terdapat di WS Nasal – Padang Guci adalah Danau Batulambang yang terletak 
di bagian timur Kota Manna. Air danau tersebut dimanfaatkan sebagai bendung untuk irigasi daerah per-
tanian dibagian hilirnya. Keberadaan air danau tersebut berhubungan langsung dengan beberapa rawa 
yang terdapat di sekitarnya.

 11.  Hidrogeologi 
 Pembahasan mengenai kondisi hidrogeologi di WS Nasal – Padang Guci adalah mengenai keadaan airn-

ya, baik air yang berada di permukaan seperti air sungai, air rawa, dan air danau maupun air yang berada 
di dalam tanah (air tanah). Cadangan volume air tanah yang dapat dimanfaatkan di WS Nasal –  Padang  
Guci  sebesar  65.768.767,25  m3.

 

Gambar 2.27  Peta Hidrogeologi WS Nasal-Padang Guci



105
RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 

 

Gambar 2.28  Peta Cekungan Air Tanah WS Nasal-Padang Guci

 12.  Kualitas Air Tanah
 Di WS Nasal – Padang Guci terdapat keragaman komposisi air tanah baik secara lokal maupun regional 

dapat disebabkan oleh :
   -    Kontaminasi air permukaan
   -    Komposisi mineralogi tertentu dari lapisan akuifer
   -    Terjadi pencampuran dengan air tanah yang lebih dalam
   -    Pertukaran kation dalam sedimen lempungan

 Berdasarkan hasil analisa kualitas airtanah (Supartoyo, 1996) maka dengan adanya konsentrasi-kosen-
trasi senyawa utama dan sifat-sifat  kimia/fisiknya, kondisi  air tanah di  daerah  penelitian cukup baik 
untuk air minum, industri dan irigasi.
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 13.   Neraca Air Eksisting (2010)
 Ketersediaan air di WS Nasal–Padang Guci adalah 8.682,2 juta m3/tahun. Ketersediaan air tersebut yang 

akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan irigasi 9,02% (782,9 juta m3/tahun). 
Air untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI) 0,41% (35,8 juta m3/tahun). Dari keter-
sediaan air tersebut masih 90,57% (7.863,5 juta m3/tahun)  yang  belum  dimanfaatkan  dan  terbuang  
ke  laut. Neraca air eksisting WS Nasal Padang Guci disajikan pada Gambar 2.29.

Gambar 31.  Ketersediaan Air di WS Nasal - Padang Guci

 14. Data Kebutuhan Air
 Seiringan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian  masyarakat,  maka  ke-

butuhan  air  untuk  berbagai sektor  juga  terus  meningkat.  Dari  keseluruhan  kebutuhan  air tersebut, 
kebutuhan air untuk irigasi merupakan kebutuhan air terbesar.

 Kebutuhan air untuk berbagai sektor, baik RKI maupun irigasi untuk pertanian dapat diuraikan sebagai 
berikut :

 a.   Data Kebutuhan RKI

 Kebutuhan  air  RKI  di  WS  Nasal-Padang  Guci  pada  saat  ini disuplai dari air Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM), mata air, air  tanah,  dan  sumber-sumber  air  lainnya.Tingkat  pelayanan PDAM di WS 
masih terbilang sangat rendah, dan diharapkan tingkat pelayanan PDAM tersebut dapat terus meningkat 
seiring dengan bertambahnya bangunan-bangunan prasarana sumber daya air di WS.

 Perhitungan kebutuhan air rumah-tangga, perkotaan dan industri, dilakukan berdasarkan jumlah pen-
duduk, laju pertumbuhan penduduk, dan indeks kebutuhan air sesuai dengan Pedoman Perencanaan 
Sumber  Daya  Air Wilayah  Sungai  (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2004).

 Rekapitulasi   Kebutuhan   Air   Rumah   Tangga,   Perkotaan   dan Industri di WS Nasal-Padang Guci ter-
cantum pada Tabel 2.34
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Tabel 2.34  Rekapitulasi Kebutuhan Air RKI di WS Nasal–Padang Guci Tahun 2010

       Tabel 2.35 Kebutuhan Air RKI (l/dt) di WS Nasal–Padang Guci
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 b.  Kebutuhan Air Irigasi
 Kebutuhan air irigasi di WS Nasal–Padang Guci diuraikan pada Tabel 2.36
  

Tabel 2.36  Kebutuhan Air Irigasi di WS Nasal – Padang Guci

 Daerah irigasi di WS Nasal–Padang Guci tersebar di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kaur dan Kabu-
paten Bengkulu Selatan. Daerah irigasi tersebut diuraikan pada Tabel 2.37 dan Tabel 2.38.
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      Tabel 2.37 Daerah Irigasi di Kabupaten Kaur

Tabel 2.38 Daerah Irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan
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 Berdasarkan kondisi luas lahan yang ada, kebutuhan air irigasi dimasa yang akan datang masih memer-
lukan tambahan dengan kemungkinan adanya perubahan luas lahan yang terairi irigasi. Kondisi tersebut 
disebabkan adanya terus meningkatnya luas lahan irigasi non teknis yang diharapkan beralih fungsi men-
jadi lahan sawah irigasi teknis.



 

B A B   
3 
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 BWS Sumatera VII termasuk dalam RBO yang adalah organisasi PSDA wilayah sungai. RBO performance 
benchmarking adalah pengukuran kinerja RBO yang sistematis untuk mewujudkan perbaikan secara 
terus menerus (continuing process) melalui perbandingan dengan nilai dan standar (internal maupun 
eksternal) yang relevan dapat tercapai, valid, handal dan mudah digunakan berdasarkan critical success 
factor. Untuk melaksanakan pengukuran tersebut dilakukan melalui dua tahapan yaitu Self Assessment 
dan Peer Review. SA adalah kegiatan pengukuran kinerja RBO yang dilakukan oleh pimpinan dan staf 
RBO sendiri dengan membandingkan terhadap norma, standar dan/atau kriteria yang telah ditetapkan 
dengan tujuan menjamin adanya perbaikan berlanjut terhadap kinerja RBO.  Peer review adalah kegia-
tan kaji ulang yang dilakukan oleh mitra sejawat (peer) untuk mengukur tingkat obyektivitas dari hasil 
penilaian Tim SA atas kinerja RBO.

 Penilaian Pengukuran kinerja RBO tersebut dilakukan secara seimbang (Balance Scorecard) menggu-
nakan tools/alat ukur berdasarkan 5 (lima) elemen pokok, 15 indikator dan parameter bernilai 0–4 yang 
dikeluarkan oleh NARBO yang merupakan jaringan komunikasi diantara RBO di kawasan asia. Berikut ini 
adalah 15 indikator tersebut :

Tabel 3.1 Indikator RBO Performance Benchmarking
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 SA BWS Sumatera VII Performance Benchmarking adalah suatu tahapan pertama dalam performance 
benchmarking, dimana kita melakukan penilaian kinerja terhadap BWS Sumatera VII dengan tujuan se-
bagai berikut :

  • Untuk mengetahui apakah BWS Sumatera VII memenuhi syarat dalam mencapai tujuannya se 
  bagai organisasi.

  • Menyadari bahwa alat ini akan membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan intervensi  
  yang lebih jauh pada bidang tertentu.

  • Mengidentifikasi kekuatan BWS Sumatera VII, sebagai  unit pelaksana teknik untuk peningka
   tan kinerja dan investasi di bidang SDA.

 Untuk tahap kedua adalah Proses Peer Review yaitu suatu proses evaluasi dari laporan SA BWS Sumatera 
VII  Performance Benchmarking yang dilakukan oleh tim peer review. Kegiatan peer review dimaksudkan 
untuk mengidentifikasi: 

  • Konsistensi dan interpretasi dalam pemberian nilai masing-masing indikator.
  • Tindakan dalam membangun suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan bersama yang  

  dapat diakui oleh teman sejawat dalam mencapai suatu hasil yang positif.
  • Suatu proses yang ditujukan pada suatu organisasi secara cermat  oleh teman sejawat.
  • Melakukan pendampingan terhadap BWS Sumatera VII untuk memotret kondisi yang ada,  

  menyusun program 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian misi keterpaduan PSDA.

 Laporan Peer Review dapat memberikan masukan yang laporannya berisi :
 1. Analisa dari Laporan SA yaitu penilaian validitas tingkat Benchmark RBO, berdasarkan pada  

  bukti yang ditampilkan oleh Tim SA.
 2. Menganalisa kelemahan, kekuatan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dari 
   kinerja BWS Sumatera VII.

 Alur Peningkatan Kinerja RBO

 1. Self Assessment
 adalah melakukan pengukuran kinerja RBO (Balai Wilayah Sungai Sumatera VII) dilakukan oleh pimpinan 

dan staf RBO (Balai Wilayah Sungai Sumatera VII) sendiri dengan membandingkan terhadap norma, stan-
dar, pedoman dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan menjamin adanya perbaikan ber-
lanjut kinerja RBO.

   1). Prosedur yang dilakukan meliputi:
    a. Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melaksanakan RBO Performance Bench 

    marking dengan membentuk Tim Self Assessment
    b. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Self Assessment, meliputi
     1. Melakukan serangkaian pertemuan dan selanjutnya melaksanakan pem 

     bagian tugas kepada semua anggota tim.
     2. Pengumpulan bukti-bukti pendukung yang dilaksanakan oleh seluruh an 

     ggota, yang selanjutnya bukti-bukti pendukung itu dimasukkan dalam  
     kotak untuk masing-masing indikator (15 kotak indikator).

     3. Menyusun konsep laporan Self Assessment untuk RBO Performance  
     Benchmarking yang selanjutnya dipaparkan kepada Kepala / Pimpinan  
     RBO untuk mendapat persetujuan.
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.    c. Setelah Kepala Balai menyetujui hasil penilaian kinerja, selanjutnya Tim SA  
    mengirimkan hasil penilian tersebut kepada Direktur Bina Penatagunaan Sum 
    ber Daya Air, cq. Kasubdit Kelembagaan untuk selanjutnya dilaporkan kepada  
    Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Gambar 3.1  Alur Peningkatan Kerja RBO
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 2).  Analisis terhadap Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
        Hasil rangkuman penilaian oleh TIM SA tahun 2015, 2016, 2020 dapat dilihat pada tabel 
   berikut ini:

Tabel 3.2 Hasil rangkuman penilaian oleh TIM SA tahun 2015, 2016, 2020
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 Hasil analisis dan dasar penilaian SA RBO Performance Benchmarking BWS Sumatera VII Tahun Anggaran 
2016 berdasarkan hasil rapat Tim RBO-PB yang dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 13-14 Desember 
2016 di Kantor BWS Sumatera VII Bengkulu, maka disepakati nilai Performance Benchmarking tahun 
2016 dan rencana aksi hingga 5 (lima) tahun ke depan yang diuraikan tersebut dibawah ini:

 I.  MISI

 I/1. Status Badan Pengelola Sumber Daya Air
  a.  Hasil Peniliaian Sendiri
        Rating 2015 : 3,5
    Rating 2016 : 3,5
    Target 2020 : 3,5

	 	 b.		 Kriteria	Rating
   Rating 3,5 : Badan Pengelola SDA melalui wadah koordinasi telah menampung pendapat
        dari para pemilik kepentingan dalam keputusan-keputusan yang diambil.
        Walaupun demikian keputusan yang dicapai masih dibuat berdasarkan desakan
        para pengelola SDA dan belum mencerminkan demokrasi sepenuhnya.

	 	 c.			 Hasil	Analisa	Rating
    Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), bukti
    meliputi sebagai berikut
    1.  Sudah terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) WS 
    Teramang Muar - Nasal Padang Guci, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
    Nomor 400 tahun 2010.
    2.  Sudah terbentuk sekretariat TKPSDA WS Teramang Muar, Surat Keputusan Ketua 
    Harian TKPSDA Teramang Muar pada tahun 2010.
    3.  Kegiatan-kegiatan TKPSDA Teramang Muar telah difasilitasi oleh sekretaritat.
    4.  Penetapan Pola Teramang Muar dan Nasal Padang Guci tahun 2012.
    5.  Rekomendasi Penetapan Alokasi Air WS Teramang Muar - Nasal Padang Guci.
     6.  Merekomendasikan Review Pola Pengelolaan SDA yang telah ditetapkan 
    tahun 2012.
   7.  Balai Wilayah Sungai Sumatera VII melibatkan masyarakat, para pemangku 
    kepentingan (stakeholders) serta pemerintah daerah dalam melaksanakan 
    pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah sungai 
    terpadu / Integrated Water Resources Management (IWRM) pada Wilayah 
    Sungai Teramang Muar - Nasal Padang Guci.
      a.  Pada tahap persiapan program
              - Terdapat masukan/usulan dari masyarakat maupun stakeholders.
                         - Disetujui oleh Musrenbangda Provinsi.
                        - Disetujui oleh Musrenbang Nasional.
                        - Program BWS Sumatera VII dibahas dan disepakati bersama antara BWS 
       Sumatera VII dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu dan 
          Bappeda Provinsi Bengkulu pada saat acara Konsultasi Regional 
       (Konreg) Dirjen SDA Kementerian PUPR.
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     b.  Pada tahap perencanaan
             - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders.
            - Melakukan pertemuan dan diskusi dalam setiap usulan kegiatan yang 
      dilakukan oleh tim teknis BWS Sumatera VII dengan melibatkan stakeholders  
      dan pemerintah  daerah yang terkait serta menindaklanjuti masukan-
      masukan yang ada.
                     - Melaksanakan rapat TKPSDA empat (4) kali dalam setahun guna membahas  
       pola WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang–Guci dan rencana 
       pengelolaan bersama dengan anggota Tim TKPSDA yang berasal dari 
       berbagai perwakilan stakeholders.
      - Diskusi publik.
                  - Menentukan skala prioritas di dalam kegiatan perencanaan.

        c.  Pada tahap konstruksi
             - Melakukan sosialisasi sebelum melaksanakan kegiatan konstruksi kepada 
         masyarakat,stakeholders dan pemerintah daerah setempat.
              - Menerima rekomendasi-rekomendasi atau masukan dari masyarakat, 
         stakeholders serta pemerintah daerah setempat dan menindaklanjutinya pada  
         tahapan pelaksanaan konstruksi.
    - Surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada PEMDA setempat.
             - Penerapan jaminan mutu (quality assurance) telah dilaksanakan.

         d.  Pada tahap OP
                      - Melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap OP bangunan sarana 
         prasarana SDA.
              - Melibatkan stakeholders di dalam kegiatan OP sebagai tenaga kontrak maupun
                    sukarela.
              - Melibatkan P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan OP jaringan irigasi di wilayah  
         mereka.

 I/2.  Tatakelola sumber daya air
  a. Hasil Peniliaian Sendiri
        Rating 2015 : 3,0
     Rating 2016 : 3,0
                Target 2020 : 3,5

	 	 b.		 Kriteria	Rating
           Rating 3,0 : Terdapat beberapa tambahan kewenangan telah dimiliki oleh badan 
   pengelola SDA selain alokasi air, misalnya dalam pengaturan manfaat lahan dan dapat  
   melakukan kegiatan pembangunan prasarana SDA seperti melakukan pembebasan  
   tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
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 c.		 Hasil	analisa	rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), adalah
   peraturan/perundang-undangan yang secara implisit mengatur tentang tata kelola sumber
   daya air dan lahan secara nasional maupun regional (wilayah sungai) yang berlaku secara
   terpadu, sebagai berikut:
   1.  UU RI No.11 tahun 1974 tentang pengairan.
   2.  UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
   3.  Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara.
    4.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 37/PRT/M/2015 
   tentang izin penggunaan air dan atau sumber air.
    5.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.09/PRT/M/2015 
   tentang penggunaan sumber daya air.
    6.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.08/PRT/M/2015 
   tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi.
    7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2015 
   tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.
   8.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2015 
   tentang pengelolaan aset irigasi.
    9.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 tahun 2015 
   tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.
               10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015 
   tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis.
          11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 
   tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
           12. Peraturan Menteri PUPR No.01/PRT/M/2016 tentang Tata cara perijinan 
   pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air.
          13. Pola pengelolaan SDA WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang guci telah 
   ditetapkan oleh Menteri PU.
          14.  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 400/KPTS/M/2010 tentang 
   pembentukan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai 
   teramang muar.

 I.       PEMILIK KEPENTINGAN

 II/1.    Keterlibatan Pemakai Air 
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Melibatkan masyarakat sebagai pemakai air untuk memberikan umpan  
   balik terhadap pelayanan dalam menggunakan air.
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  c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   bahwa  BalaiWilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha memberikan informasi 
   terkait penggunaan air
   1.  Telah terbentuk Tim Rekomendasi Teknis (Rekomtek).
   2.  Terdapat kegiatan surat menyurat tentang permintaan izin pemanfaatan air.
   3.  Melaksanakan koordinasi dengan para pemakai air (masyarakat, industri, 
    petani, dll) melalui kegiatan TKPSDA.
   4.  Melaksanakan kegiatan sosialisasi studi seperti kegiatan PKM pada paket setiap 
    pekerjaan konsultan perencanaan.
   5.  Memberikan informasi kepada stakeholders terkait penanganan bencana alam  
    seperti bencana banjir yang kemudia di sosialisasikan ke masyarakat dan 
    dinas/instansi terkait.

 II/2.    Umpan Balik Pengguna Air
   a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Para pengguna air didorong untuk menyampaikan umpan balik, melalui  
   survei,  quizioner dan alat ukur lainnya. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk 
   mengetahui bentuk kecenderungan.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   bahwa  Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha memberikan informasi terkait 
   umpan balik pengguna air
   1.  Terdapat komunikasi insidentil sesuai dengan situasi dan kondisi serta toleransi 
    terhadap Stakeholder/instansi/pengguna terkait seperti surat menyurat 
    pemberitahuan ada bencana, permintaan studi, survei lokasi, perbaikan 
    kerusakan, bahan banjiran, dll dari stakeholder.
   2.  Memberikan informasi bencana.
   3.  Secara rutin melaksanakan survei inspeksi sungai, pantai, jaringan irigasi, 
    saluran air baku dan danau.
   4.  Melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pembinaan dan 
    pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat dalam pengelolaan SDA.
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 II/3.    Kondisi Lingkungan
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 2,5
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 2,5    : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melaksanakan kegiatan 
   peningkatan kondisi lingkungan dengan pelaksanaan operasi dan pelaksanaan 
   serta melakukan penyelidikan internal oleh PPNS terhadap pelanggaran hukum 
   pada seluruh kegitan.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   bahwa  Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha memberikan informasi 
   terkait kondisi lingkungan
   1.  Melaksanakan UKL-UPL.
   2.  Melaksanakan pemantauan kualitas air secara rutin dan terjadwal.
   3.  Telah terbentuk PPNS pada tahun ...dan bertugas dalam penegakan hukum 
    terkait pelanggaran pemanfaatan sumber daya air dengan berkoordinasi 
    dengan pihak-pihak terkait.
   4.  Kegiatan O & P rutin seperti operasi rutin prasarana pintu pengendali banjir air 
    bengkulu, operasi rutin bangunan bendung,dll.
   5.  Pemeliharaan pos hidrologi serta laporan inspeksi rutin pos hidrologi.
   6.  Melaksanakan Revitalisasi peralatan pos hidrologi.
   7.  Melaksanakan review rasionalisasi jaringan pos hidrologi.
   8.  Melaksanakan AMDAL dan Studi LARAP pada Jaringan Irigasi.

 II/4.    Konservasi Sumber Daya Air
   a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,5
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Telah dilaksanakan perlindungan air, pelestarian air dan pengawetan air 
   serta pelaksanaan pemantauan kualitas air dan kegiatan tindak lanjutnya.
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  c.							Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah berusaha melaksanakan pelestarian air  
   dan pengawetan air baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
   1.  Melaksanakan pemantauan kualitas air wilayah sungai secara rutin dan 
    terjadwal.
   2.  Melaksanakan kegiatan GNKPA meliputi penghijauan dengan menanam 1000  
    pohon di sepadan danau nibung kebupaten mukomuko dan kegiatan lokakarya  
    revitalisasi GNKPA di kabupaten mukomuko.

 III.      PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN

 III/1.   Pengembangan Sumber Daya Manusia 
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,5
   Rating 2016 : 3,5
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,5    : Staf telah ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikan dan kinerja dan 
   pengembangan SDM terus dilakukan untuk sasaran jangka panjang.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), 
   bahwa yang berwenang menangani sumber daya manusia di Balai Wilayah Sungai 
   Sumatera VII adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Untuk mendapatkan kualitas 
   kinerja SDM yang bagus maka dibutuhkan dukungan dari semua pihak terkait.
   1.  Pengiriman Pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek secara rutin.
   2.  Memberikan kesempatan dan izin kepada pegawai untuk melanjutkan studi 
    ke jenjang yang lebih tinggi.
   3.  Terdapat database kepegawaian.
   4.  Melaksanakan pelatihan dan penilaian sistem kinerja pegawai.
   5.  Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai  
    dengan kebutuhan berdasarkan jabatan fungsional.

 III/2.   Pengembangan Teknik dan Pengelolaan Aset 
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 2,5
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5
	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Badan pengelola sumber daya air mempunyai rencana manajemen asset  
   dan terus berusaha mencari dan membangun teknologi yang lebih canggih guna men 
   dukung pencapaian misi badan pengelola sumber daya air.
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   c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   adalah  hal- hal yang telah dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII 
   untuk mendukung 
   kegiatan badan pengelola sumber daya air sebagai
   1.  Telah terdapat SK BMN sejak tahun 2007.
   2.  Melakukan pengelolaan aset irigasi secara rutin setiap tahun.
   3.  Melaksanakan inspeksi sungai dan danau.
   4.  Melaksanakan kegiatan audit teknis kinerja irigasi, audit teknis bangunan 
    pengaman pantai, audit teknis bangunan pengaman banjir, audit teknis air 
    kinerja air baku dan  audit teknis danau dalam rangka melakukan kajian 
    analisa pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana.
   5.  Melaksanakan monitoring banjir.
   6.  penyusunan database asset SDA wilayah sungai teramang muar dan wilayah 
    sungai nasal padang guci dalam skala mikro.

 III/3.   Pengembangan Badan Pengelola Sumber Daya Air 
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII melakukan dokumentasi terhadap  
   prosedur operasional yang telah dilaksanakan dan melaksanakan pelatihan bagi staf 
   yang sesuai dengan pelaksanaan prosedur. Beberapa umpan balik untuk perbaikan 
   telah diterima namun belum sepenuhnya diterapkan untuk perbaikan.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   bahwa standar operasional prosedur telah dilaksanakan dokumentasinya dengan baik  
   dan hal-hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan pengembangan badan pengelola  
   sumber daya air yang maksimal sebagai berikut
   1.  Melaksanakan pelatihan / bimbingan teknis bagi petugas OP.
   2.  Monitoring kekeringan dilaksanakan namun belum ada SOP.
   3.  Melakukan koordinasi terhadap penanggulangan bencana banjir dan sistem 
    penanganan namun belum ada SOP.
   4.  Melakukan Self Assessment setiap tahunnya, sehingga ada perbaikan 
    berkelanjutan.
   5.  Pompa Banjir belum mempunyai SOP.
   6.  Melaksanakan pelatihan dalam rangka operasional seperti pelatihan pengamat 
    hidrologi.
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   IV.     TATA KELOLA USAHA INTERNAL

 IV/1.   Perencanaan tata laksana di dalam badan pengelola sumber daya air 
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,5
   Rating 2016 : 3,5
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,5    : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah membuat rencana strategis 
   hingga tahun 2019 dan para pimpinan serta staf telah melaksanakan rencana 
   strategis tersebut sebagai bahan untuk membuat rencana jangka pendek dan jangka 
   panjang serta mengukur kinerja antara dokumen penetapan kinerja dengan 
   rencana strategis yang telah dibuat.

	 	 c.	 Hasil	Analisa	Rating
         Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), 
   bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII berusaha mencapai visi dan misi secara 
   keseluruhan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   1.  Membuat Rencana Strategis (Renstra) 2009 - 2014.
   2.  Membuat Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019.
   3.  Telah ditandatanganinya Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016 oleh 
    Dirjen SDA.
   4.  Rencana pengelolaan SDA WS Teramang Muar telah disepakati oleh 
    TKPSDA WS Teramang Muar dan untuk WS Nasal Padang Guci karena 
    TKPSDA WS Nasal Padang Gucinya belum terbentuk telah disetuji oleh 
    Gubernur dan kedua dokumen rencana PSDA tersbut dalam tahap pengesahan  
    Menteri.
   5.  Implementasi Renstra masuk dalam anggaran DIPA Balai Wilayah Sungai 
    Sumatera VII setiap tahunnya.
   6.  Review Pola Pengelolaan SDA WS Teramang Muar dan Nasal Padang guci akan 
    dilaksanakan pada tahun 2018.

 IV/2.   Pendayagunaan SDA, Alokasi Air, Rekomtek/Perijinan dan Kekeringan
   a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,5
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,5    : Tanggungjawab untuk pendayagunaan SDA, Alokasi Air, Manajemen 
   kekeringan dan atau rekomendasi teknis telah dilaksanakan melalui wadah koordinasi  
   tingkat satuan wilayah sungai yang melibatkan berbagai instansi berbeda dan para 
   pemilik 
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 c.       	 Hasil	Analisa	Rating
  Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,5), Balai 
  Wilayah Sungai Sumatera VII memilki kewenangan daerah irigasi untuk arel di atas 
  3.000 Ha, yang meliputi 6 DI yaitu DI Air Manjuto, DI Air Lais, DI Air Ketahun, DI Air Seluma, 
  DI Air Alas dan DI Air Nipis Seginim.
  1.  Melaksanakan penyusunan neraca air wilayah sungai teramang muar dan ws nasal  
   padang guci.
  2.  Melaksanakan Monitoring Kekeringan.
  3.  Melaksanakan kegiatan Rekomtek.
  4.  Sebagai Badan pengelola SDA yang bertugas memberikan rekomentasi teknis/
   perizinan dalam pemanfaatan air di WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang Guci.
  5.  Rapat koordinasi kesepakatan alokasi air.
  6.  Dalam pola pengelolaan SDA WS Teramang Muar dan WS Nasal Padang Guci 
   telah direncanakan skenario neraca air dengan infrastruktur yang dibangun.

 IV/3.   Pengendalian Daya Rusak Air 
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melibatkan masyarakat 
   dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas 
   lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air dengan program pemberdayaan 
   masyarakat namun belum dilaksanakan sepenuhnya.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), 
   bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah mensosialisikan kepada masyarakat 
   dan memberdayakan masyarakat sekitar, yang meliputi
   1.  Upaya Pencegahan
    - Pembangunan bangunan pengendali banjir.
    - Pembangunan bangunan pengaman pantai.
    - Pembangunan sarana prasarana danau.
    - Penyeimbangan kegiatan di hulu dan di hilir wilayah sungai.
    - pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA.
   2.  Upaya Menanggulangi
    - Mitigasi bencana sebagai contoh yang telah dilaksanakan adalah 
      Penanggulangan Darurat Akibat Bencana Alam Tanah Longsor IKK 
                  Sindang Kelingi - Binduriang - Padang Ulak Tanding, Kelurahan Beringin 
      Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, serta Penanganan  
      Darurat Abrasi Pantai Punggur -  Air Dikit Kabupaten Mukomuko.



125
RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 

 3.  Upaya Memulihkan Kerusakan Kualitas Lingkungan
  - Melakukan rehabilitasi penanaman 1000 pohon di sekitar danau, yang baru-baru
    ini dilaksanakan  yaitu di danau denam tak sudah.
  - Mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan lahan yang alih fungsi menjadi 
    kebun sawit menjadi persawahan kembali. dan ini telah dilaksanakan sedikit demi 
     sedikit oleh masyarakat setelah terbangunnya saluran atau jaringan irigasi tersier.

IV/4.   Pengelolaan Data
a.        Hasil Peniliaian Sendiri
 Rating 2015 : 2,5
 Rating 2016 : 3,0
 Target 2020  : 3,5

b.								 Kriteria	Rating
 Rating 3,0    : Pemutakhiran data telah mulai dilaksanakan pada tahun 2015 namun baru 
 dilaksanakan pada 1 (satu) DI yang kemudian pada tahun 2016 belum dilaksanakan 
 secara konsisten. Media pengelolaan data seperti website juga telah dilaksanakan pada 
 akhir 2016 dan masih dalam tahap persiapan penggunaannya sehingga pengelolaan data 
 dan informasi belum efektif dan efisien. Hidrologi telah mendapatkan ISO.

c.								 Hasil	Analisa	Rating
 Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), bahwa Balai   
 Balai Wilayah Sungai Sumatera VII belum sepenuhnya menerapkan sistem pengelolaan 
 informasi sebagaimana di atur di dalam UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan 
 informasi publik sehingga masyarakat belum bisa mengakses data-data dengan mudah karena   
 belum adanya media informasi seperti website untuk mengakses data-data tersebut. Namun   
 demikian Balai Wilayah Sungai Sumatera VII telah melakukan hal-hal yang mendukung 
 pengelolaan data, sebagai berikut:
 1.  Data Hidrologi (debit air, curah hujan, TMA) telah mendapatkan sertfikasi ISO pada 
  tahun 2014 ISO 9001 : 2008 dengan nomor sertifikat QMS40851
 2.  Data Inspeksi Sungai dan Danau.
 3.  Data Audit Kinerja Irigasi, Audit kinerja bangungan pengaman pantai, audit kinerja   
  bangunan pengendali banjir, audit kinerja air baku dan audit kinerja danau.
 4.  telah dibuatnya website Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan sedang tahap finishing.
 5.  Data kekeringan dan banjir.
 6.  Data infrastruktur sarana prasarana SDA.
 7.  Rencana pembangunan integrated database (bank data micro) dan sistem GIS pada 
  tahun 2017.
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  V.       KEUANGAN

	 V/1.				 Efisiensi	Keuangan
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 3,0
   Rating 2016 : 3,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 3,0    : Telah melaksanakan koordinasi terpadu dalam membuat rencana 
   teknis dan keuangan untuk mencapai kinerja terbaik.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
           Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 3,0), Balai 
   Wilayah Sungai Sumatera VII melakukan pengelolaan keuangan yang efisien untuk 
   meningkatkan kinerjanya dan hal-hal yang telah dilakukan adalah
   1.  Penyusunan DIPA, RKA-K/L, LAKIP, SAI, PBMN, POK, PK.
   2.  Monitoring dan evaluasi keuangan melalui e-Monitoring.
   3.  Sistem pelelangan umum dengan menggunakan e-procurement.

 V/2.    Pemulihan Biaya
  a.        Hasil Peniliaian Sendiri
   Rating 2015 : 2,0
   Rating 2016 : 2,0
   Target 2020  : 3,5

	 	 b.								 Kriteria	Rating
   Rating 2,0    : Badan pengelola memperoleh biaya operasional dan pemeliharaan 
   hanya dari pemerintah sedangkan ada pengguna air yang teridentifikasi mampu 
   untuk dilakukan pemungutan biaya.

	 	 c.								 Hasil	Analisa	Rating
   Penjelasan terhadap pemenuhan penilaian (rating) tahun 2016 (nilai rating : 2,0), Balai
   Wilayah Sungai Sumatera VII telah melaksanakan Fasilitasi Penerimaan Negara Bukan
   Pajak - Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PNBP-BPJSDA namun belum 
   melaksanakan kegiatan tersebut sehingga sebagai badan pengelola untuk biaya 
   operasional.
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ACTION PLAN TAHUN 2016 - 2020

No. BIDANG KERJA KRITIS/ 
INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020

1. MISI
Status Badan Pengelola Membahas dan mensosialisasikan 

Tupoksi dan tanggung jawab masing - 
masing unit
Menyelenggarakan rapat internal 
sekurang - kurangnya 12 kali per 
tahun
Inventarisasi permasalahan melalui 
kegiatan monitoring dan evaluasi dan 
tindak lanjut hasil evaluasi triwulanan
Melaksanakan konsultasi/dialog 
antara stakeholder, wadah koordinasi, 
dan lembaga pengelola SDA untuk 
mengakomodir pendapat stakeholder 
dan/atau membahas rencana pengelo-
laan SDA.
Secara konsisten menetapkan QA atau 
sistem penjaminan mutu
Menyebarluaskan dan menggunakan 
hasil - hasil rapat eksternal, internal, 
dan TKPSDA sebagai bahan peren-
canaan pengelolaan sumber daya air 
yang terpadu.

Tatakelola Sumber Daya Air Melaksanakan pemberdayaan P3A
Sinkronisasi antara data pendukung 
aset tanah dengan aplikasi simak 
BMN
Melaksanakan peninjauan kembali 
terhadap pola pengelolaan SDA yang 
telah tersusun dan ditetapkan
Melaksanakan sosialisasi Pola dan 
Regulasi Pengelolaan SDA kepada 
para stakeholder
Melaksanakan GNKPA secara 
berkesinambungan
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Mengakomodasi usulan / rekomenda-
si dari stakeholder dalam perencanaan 
dan pelaksanaan PSDA
Penertiban aset-aset tanah yang di-
manfaatkan secara ilegal oleh umum
Menyelenggarakan rapat eksternal 
sekurang - kurang 4 kali per tahun
Meninjau kembali Renstra (RPJM) 
sesuai dengan pola, rencana penge-
lolaan, rekomendasi stakeholder, dan 
kebijakan pemerintah dalam rangka 
penajaman program dan kegiatan.
Peningkatan koordinasi antar kelem-
bagaan pengelola SDA (Koordinasi 
Ketatalaksanaan)

2. PEMILIK KEPENTINGAN
Keterlibatan Pemakai Air Pemberdayaan kelompok tani dan 

masyarakat untuk penghijauan
Serangkaian kegiatan dalam rangka 
peningkatan komunikasi masyarakat 
guna merespon dan menindaklanjuti 
harapan masyarakat terkait pengelo-
laan SDA, serta pemberdayaan dan 
pelibatan masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, O&P, serta 
Monev Pengelolaan SDA.
Terselenggaranya tugas dan fungsi 
sekretariat TKPSDA yang berkualitas 
dalam memfasilitasi kegiatan TK-
PSDA (pertemuan yang terjadwal, 
menyiapkan ringkasan pembahasan 
masalah dan pemecahannya, dan 
memformulasi hasil pertemuan TK-
PSDA terhadap masalah dan pemeca-
hannya).
Usulan TKPSDA WS diformulasikan 
/ direalisasikan dalam perencanaan 
strategis (Renstra) dan DIPA.
Memasang papan informasi bendung, 
papan larangan di beberapa titik sun-
gai dan di jaringan irigasi
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Umpan Balik Pemakai Air Melaksanakan survey secara rutin dan 
terjadwal terhadap masyarakat peng-
guna air untuk mengetahui tingkat 
kepuasannya dalam pelaksanaan 
PSDA dengan mencatat keluhan, usu-
lan, dan pendapatnya.
Menyusun panduan survey per-
temuan dialogis dengan masyarakat 
dalam rangka pelaksanaan survey 
rutin.
Kerjasama saling menguntungkan da-
lam pemeliharaan sungai dengan para 
penambang galian golongan C
Pelaksanaan survey kepuasan pelang-
gan dilakukan secara rutin

Kondisi Lingkungan Melaksanakan kajian audit lingkun-
gan
Melakukan tindak lanjut atas kajian / 
audit lingkungan
Melaksanakan review hasil kajian / 
audit lingkungan yang telah dilak-
sanakan sendiri maupun instansi lain
Melanjutkan dan mengembangkan 
Monev kualitas air dan bencana di 
Wilayah Sungai
Mengikutsertakan masyarakat peng-
guna dalam pelaksanaan penatau-
sahaan lingkungan
Penyidikan terhadap pelanggaran 
pengelolaan lingkungan oleh PPNS

Konservasi Sumber Daya 
Air (SDA)

Melaksanakan kegiatan pengendalian 
dan pelestarian SDA melalui pemban-
gunan dan rehabilitasi embung
Melaksanakan pemantauan kualitas 
air pada beberapa sumber air secara 
bertahap
Melaksanakan pemantauan kualitas 
air pada seluruh sumber air yang 
menjadi kewenangan RBO
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Melaksanakan kerjasama dengan pi-
hak terkait dalam rangka pelaksanaan 
pengendalian dan pelestarian SDA 
dan pemantauan kualitas air
Merumuskan kegiatan tindak lanjut 
dari hasil pemantauan kualitas air

3. PEMBELAJARAN DAN 
PENGEMBANGAN
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia

Penyempurnaan / Updating Data Base 
Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Serangkaian kegiatan dalam rangka 
peningkatan kompetensi Sumber 
Daya Manusia pelaksana pengelolaan 
SDA (workshop & pelatihan).
Melaksanakan pembinaan terhadap 
pegawai secara rutin guna menanam-
kan pemahaman bahwa SDM mer-
upakan aset sehingga dapat memo-
tivasi untuk selalu mengembangkan 
diri / kemampuan.
Melaksanakan pengamatan dan pe-
nilaian kinerja pegawai
Menyediakan dan mengelola Sistem 
Informasi Kepegawaian yang handal 
dan up to date
Menyusun perencanaan karier dan 
pengembangan kompetensi bagi 
seluruh pegawai 

Pengembangan Teknik Mengelola Manajemen Aset (Inven-
tarisasi prasarana SDA, perencanaan 
penggantian dan pemeliharaan aset, 
perencanaan pengoperasian aset, Pen-
gelolaan Aset Irigasi (PAI)
Melaksanakan operasional, pemeli-
haraan, pengembangan dan pember-
dayaan aset
Melaksanakan penyusunan analisis 
perhitungan nilai manfaat aset guna 
tercapainya rencana biaya operasional 
yang efisien dan efektif



131
RIVER BASIN ORGANIZATION BWS SUMATERA VII - 2016 

Melaksanakan kerjasama dengan pi-
hak terkait dalam rangka pelaksanaan 
pengendalian dan pelestarian SDA 
dan pemantauan kualitas air
Merumuskan kegiatan tindak lanjut 
dari hasil pemantauan kualitas air

3. PEMBELAJARAN DAN 
PENGEMBANGAN
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia

Penyempurnaan / Updating Data Base 
Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Serangkaian kegiatan dalam rangka 
peningkatan kompetensi Sumber 
Daya Manusia pelaksana pengelolaan 
SDA (workshop & pelatihan).
Melaksanakan pembinaan terhadap 
pegawai secara rutin guna menanam-
kan pemahaman bahwa SDM mer-
upakan aset sehingga dapat memo-
tivasi untuk selalu mengembangkan 
diri / kemampuan.
Melaksanakan pengamatan dan pe-
nilaian kinerja pegawai
Menyediakan dan mengelola Sistem 
Informasi Kepegawaian yang handal 
dan up to date
Menyusun perencanaan karier dan 
pengembangan kompetensi bagi 
seluruh pegawai 

Pengembangan Teknik Mengelola Manajemen Aset (Inven-
tarisasi prasarana SDA, perencanaan 
penggantian dan pemeliharaan aset, 
perencanaan pengoperasian aset, Pen-
gelolaan Aset Irigasi (PAI)
Melaksanakan operasional, pemeli-
haraan, pengembangan dan pember-
dayaan aset
Melaksanakan penyusunan analisis 
perhitungan nilai manfaat aset guna 
tercapainya rencana biaya operasional 
yang efisien dan efektif

Pengadaan alat AWL Logger di be-
berapa sungai dan wilayah kerja BWS 
Sumatera VII untuk mendapatkan 
data tinggi muka air secara otomatis 
dalam jangka waktu tertentu
Pengembangan sistem real time 
telemetri

Pengembangan Badan Pen-
gelola Sumber Daya Air

Menyusun dan menetapkan SOP 
disemua unit/seksi
Menyediakan petugas yang terlatih 
untuk menangani pendokumentasian 
prosedur operasional di segala bidang 
kegiatan Balai.
Mengikuti pensertifikatan ISO untuk 
BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu
Melaksanakan sosialisasi penerapan 
dan pelaksanaan SOP kepada seluruh 
personil secara kontinyu guna terse-
dianya staf yang terlatih dalam pe-
makaian prosedur operasional.
Melaksanakan penjaringan umpan 
balik dari staf tentang pelaksanaan 
prosedur / SOP yang telah disusun/
ditetapkan.
Manajemen dan audit teknis oleh tim 
internal bisa dilakukan secara rutin 

4. TATA LAKSANA USAHA 
INTERNAL
Perencanaan Tata Kelola 
Dalam Badan Pengelola 
SDA

Dokumen rencana PSDA telah diba-
has dalam PKM/TKPSDA dan dalam 
proses penetapan WS Teramang Muar
Melaksanakan studi kelayakan, peren-
canaan strategis pembangunan prasa-
rana SDA, dan perencanaan teknis 
pelaksanaan kegiatan 
Menyiapkan SOP perencanaan prasa-
rana SDA
Menyiapkan pelaksanaan pemban-
gunan, rehabilitasi, dan OP sesuai 
rencana Pengelolaan SDA.
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Melaksanakan perencanaan yang di-
dasarkan dari hasil kajian manajemen 
aset serta pencapaian visi dan misi 
Pengelolaan SDA.
Membuat laporan Lakip setiap tahun-
nya
ME hasil perencanaan untuk ditindak 
lanjuti

Penyelesaiaan pembentukan TKPSDA 
sebagai wadah koordinasi pemilik 
kepentingan yang nantinya terlibat 
di dalam penyusunan rencana pen-
gelolaan strategis BWS Sumatera VII 
Provinsi Bengkulu termasuk masalah 
alokasi air
Meningkatkan monitoring dan eval-
uasi alokasi air dan kekeringan pada 
wilayah sungai beserta tindak lanjut-
nya
Melaksanakan serangkaian kegiatan 
dalam rangka penggunaan air secara 
efisien dengan sistem alokasi terpadu 
yang telah disepakati dan upaya - up-
aya agar ketersediaan air pada musim 
kemarau dapat tercukupi.
Membahas pendayagunaan SDA, 
alokasi air, kekeringan, dan proses 
perijinan dalam wadah koordinasi 
PSDA untuk ditetapkan
Melaksanakan koordinasi secara 
intensif dengan lembaga dan stake-
holder terkait PSDA guna membahas 
matriks operasional serta saling bertu-
kar informasi
Melakukan perjanjian kerjasama den-
gan KSO/stakeholder tentang alokasi 
air.
Penyusunan laporan alokasi air
Melakukan komunikasi dan koordi-
nasi dengan pihak terkait sehubungan 
kejadian bencana
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Tersedianya pedoman penanggulan-
gan darurat bencana akibat daya rusak 
air 
Melakukan pembinaan/pelatihan ke-
pada pegawai sebagai petugas pengen-
dalian bencana akibat daya rusak air 
guna peningkatan kemampuan dalam 
pelaksanaan tugas sesuai prosedur/
pedoman/SOP

Peningkatan SDM/Pelatihan staf di 
bidang sistem informaso
Pengembangan software untuk data 
hidrologi, kualitas air, alokasi air dan 
data teknik lainnya
menyediakan ruang dan peralatan 
untuk analisa data
Mengembangkan sistem real time 
telemetri
membuat Website BWS Sumatera VII

5. KEUANGAN
Penyempurnaan sistem pelelangan 
umum dengan menggunakan e-pro-
curement plus
Pengoptimalan penggunaan software 
SAI, E-mon dan SABMN 
Adanya sistem informasi manajemen 
yang dapat diakses oleh publik misal-
nya website BWS Sumatera VII
Mengembangkan kerjasama terpadu 
antara bidang keuangan dan perenca-
naan teknis
membuat database pemakai air yang 
mempunyai izin pengambilan air
melakukan audit setiap tahun sesuai 
dengan peraturan yang berlaku
Persiapan  BWS Sumatera VII untuk 
menjadi Satuan Kerja Instansi Pemer-
intah untuk merapkan Pengelolaan 
Badan Layanan Umum (BLU)
setelah menerapkan pengelolaan 
badan layanan umum (BLU), memi-
liki kewenangan untuk memungut 
biaya manajemen dari pengguna air
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	 Pengertian-Pengertian

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevalu-

asi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya 
rusak air.

3. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, meman-
tau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, 
pengendalian daya rusak air.

4. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang 
diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.

5. Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah 
aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2.

6. Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai 
dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal 
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis 
dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

7. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, 
dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

8. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengemban-
gan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

9. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan 
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

10. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
11. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara ter-

koordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
12. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengop-

timalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan 

untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
14. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan penge-

lolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
15. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan 

sumber daya air.
16. River Basin Organization (RBO) adalah organisasi pengelola sumber daya air wilayah sungai yaitu : Balai 

Besar Wilayah Sungai (BBWS), Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA), 
dan Perum Jasa Tirta (PJT) atau dengan nama lain, termasuk unit-unit yang melekat didalamnya

17. Performance adalah kinerja suatu organisasi, dalam hal ini kinerja RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT).
18. Benchmarking adalah “patok” atau titik ukur saat ini untuk mewujudkan perbaikan ke-depan secara 

terus menerus melalui perbandingan dengan nilai dan standar (internal maupun eksternal) yang relevan 
dapat tercapai

19. RBO performance benchmarking adalah pengukuran kinerjaRBO dengan menggunakan “tools”/alat 
ukuryang dikeluarkan oleh NARBO yang sudah dimodifikasi untuk menilai kinerja BBWS/BWS/BPSDA/
PJTberdasarkan 5 elemen pokok, 15 indikator dan parameter  bernilai dari 0 - 4.

20. NARBO adalah Networks of Asian River Basin Organization merupakan jaringan komunikasi diantara RBO 
di kawasan Asia.
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21. Self assessment adalah melakukan pengukuran kinerja RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT) dilakukan oleh 
pimpinan dan staf RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT) sendiri dengan membandingkan terhadap norma, stan-
dar, pedoman dan/atau kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan menjamin adanya perbaikan ber-
lanjut kinerja RBO.

22. Peer review adalah kegiatan kaji ulang yang dilakukan oleh mitra sejawat (“peer”) untuk mengukur ting-
kat obyektivitas dari hasil penilaian Tim Self Assessment atas kinerja RBO(BBWS/BWS/BPSDA/PJT).

23. Kinerja RBO adalah gambaran hasil kerja atau tingkat prestasi RBO (BBWS/BWS/BPSDA/PJT)yang menja-
di kenyataan dan dinyatakan dalam penilaian angka tertentu berdasarkan tool NARBO.

 Balance Scorecard adalah penilaian secara seimbang terhadap 5 elemen pokok yaitu: 1.misi, 2.pemilik 
kepentingan, 3.pembelajaran dan pertumbuhan, 4.tata kelola usaha internal, dan 5.keuangan.

 

 



 

4   
B A B   
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4.1  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian pada bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. BWS Sumatera VII sudah melaksanakan kegiatan sejak tahun 2007 menurut Persetujuan Men p a n 
Nomor : B/1616/M.PAN/11/2006 tanggal 28 Juni 2006 Perihal Pembentukan UPT di Lingkungan Direk-
torat Jenderal Sumber Daya Air dan Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dan Berdasarkan Pera-
turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat,  BWS Sumatera VII merupakan Balai Tipe A yang terdiri dari:

   a. Subbagian Tata Usaha
   b. Seksi Program dan Perencanaan Umum
   c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
   d. Seksi Pelaksanaan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BWS Sumatera VII didukung 321 orang pegawai yang terdiri  
dari 167 orang PNS Pusat, 55 orang PNS Daerah yang diperbantukan dan 99 Orang Non PNS. 

3. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pembagian Wilayah Sungai, BWS Su-
matera VII untuk mengelola WS Teramang Muar dan Nasal Padang-Guci.

4. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan SDA secara terpadu, pada tahun 2011 untuk pertama kalinya  
BWS Sumatera VII melaksanakan SA dengan menggunakan 14 Indikator yang dikeluarkan oleh NARBO 
dan terus berlanjut setiap tahunnya. 

5. Pada tahun ini, tahun2016 dilaksanakan kembali review terhadap skor SA  yang telah diperoleh pada 
tahun sebelumnya, dengan menggunakan 15 Indikator yang dikeluarkan oleh NARBO (terdapat penam-
bahan Indikator baru). Review ini menghasilkan peningkatan nilai menjadi 43,5 (dari nilai tahun sebel-
umnya 41.5). Target yang ingin dicapai di tahun 2021 adalah 53 dari nilai maksimum 60.

6. Untuk mencapai target nilai 53 pada tahun 2021, langkah-langkah yang akan disiapkan BWS Sumatera VII 
mencakup kegiatan fisik dan non fisik .

7 Kegiatan fisik yang akan dilaksanakan antara lain: melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan 
prasarana infrastruktur SDA, rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur SDA, serta kegiatan OP sara-
na dan prasarana SDA.

8. Kegiatan Non fisik yang akan dilaksanakan antara lain : penguatan organisasi (Capacity Building), im-
plementasi semua SOP dengan mantap dan benar, meningkatkan koordinasi dengan para stakeholders, 
melibatkan para pemakai air dalam segala kegiatan PSDA, melaksanakan SISDA secara lebih baik dan 
efisien, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif dan melaksanakan kegiatan 
ME terhadap semua kegiatan BWS Sumatera VII.
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4.2  Kendala-Kendala
 Pengelolaan SDA di Indonesia menghadapi persoalan yang sangat kompleks dengan melibatkan banyak 

pihak. Berikut ini adalah kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan SA RBO Performance 
Benchmarking di BWS Sumatera VII Tahun 2016 adalah :

1. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki waktu sepenuhnya untuk melaksanakan SA kare-
na masing-masing anggota tim SA memiliki prioritas tugas rutinnya yang juga harus dilaksanakan,

2. Kurangnya perhatian dari para Kasatker dan PPK di lingkungan BWS Sumatera VII tentang pentingnya 
kegiatan yang dilaksanakan  Tim  SA,

3. Kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan pada BWS Sumatera VII dalam mendiskusikan hal 
yang terkait dengan SA,

4. Selama menjalankan kegiatan, perhatian terhadap penyimpanan data dan dokumen – dokumen penting 
(tertib pengarsipan) guna mendukung pelaksanaan SA dirasa masih sangat kurang, sehingga penilaian 
yang ada cenderung kurang tepat,

5. Belum ada kegiatan untuk berbagi pengalaman antar BWS dalam hal pelaksanaan SA.

4.3  Rekomendasi
 Rekomendasi yang dikemukakan oleh Tim SA RBO Performance Benchmarking Tahun 2016 untuk pen-

ingkatan kinerja BWS Sumatera VII antara lain sebagai berikut :
1. Memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai penggerak utama dalam 

pelaksanaan semua kegiatan di BWS Sumatera VII melalui sarana pelatihan, dimana pengajarnya adalah 
profesional maupun Jabfung di bidangnya,

2. Menyediakan anggaran khusus terhadap peningkatan sumber daya manusia di BWS Sumatera VII seperti 
pembuatan buku, upgrade buku perpustakaan dan maintenance internet,

3. Membuat ruangan khusus bank data yang berfungsi sebagai pusat informasi data di BWS Sumatera VII,
4. Membuat MOU dan mengadakan kerjasama dengan dinas - dinas atau instansi yang memiliki bidang 

pekerjaan yang relatif sama agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dapat saling 
melengkapi satu sama lain,

5. Sharing pengalaman dengan Balai/Balai Besar Wilayah Sungai lainnya sangat diharapkan guna mening-
katkan kinerja di BWS Sumatera VII,

6. Perlu adanya komitmen bersama antara pejabat dan staf BWS Sumatera VII untuk meningkatkan  SISDA,
7. Memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana leb-

ih efektif dan efisien begitu pula dalam hal pemeliharaan,
8. Mengoptimalkan penggunaan alat-alat dan fasilitas yang dimiliki oleh BWS Sumatera VII,
9. Memberikan kekuatan hukum yang nyata terhadap peraturan-peraturan baru yang dinilai penting untuk 

menunjang pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan,
10. Diperlukannya Tim SA dimana anggota-anggotanya mampu memberikan kontribusi baik berupa peng-

etahuan maupun waktu serta komitmen tinggi/fokus dalam memberikan penilaian dan pengumpulan 
data terhadap kinerja balai terkait           indikator-indikator penilaian RBO,

11. Melanjutkan kerjasama dengan instansi terkait dengan melibatkan mereka lebih jauh dalam penyusunan 
program,

12. Perlunya kerjasama, komitmen, kepedulian serta tanggung jawab yang sama antara pimpinan, staf serta 
semua pihak terhadap PSDA di BWS Sumatera VII,
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13. Kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam hal penyerahan data oleh masing-masing bagian di 
BWS Sumatera VII juga sangat diperlukan,

14. Membangun dan menerapkan suatu kerangka kebijakan terpadu dalam pengelolaan SDA yang berdasar-
kan pertimbangan aspek kualitas, kuantitas, ruang dan waktu,

15. Meneruskan dan mengoptimalkan penggunaan perangkat bantuan teknologi sistem informasi dalam 
proses pembuatan keputusan, pengelolaan keuangan, mekanisme pelayanan bagi pelanggan,

16. Mempersiapkan dan menerapkan suatu rancangan pengelolaan aset SDA yang efektif dan efisien terma-
suk program rehabilitasi,

17. Mempersiapkan SOP dalam bentuk dokumen resmi yang sah untuk menunjang proses pembuatan kepu-
tusan. 
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